KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR : PR-DJPU 8 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI

KEGIATAN FASILITASI (FAL) UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~IREKTUR ¢..NDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara
Nasional, diperlukan tata cara pengawa: 1 dan evaluasi
kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara
Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL) Udara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Presiden Nomor 173 tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 173
tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia-Nomor
PM 10 Tahun 2024 Tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 252);

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN EVALUASI
KEGIATAN FASILITASI (FAL) UDARA.

Menetapkan tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatan
Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatan Fasilitasi (FAL)
Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
merupakan informasi Fasilitasi (FAL) Udara sebagai panduan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melaksanakan
Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara.

Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara melaksanakan Pengawasan terhadap
pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya

n Hukum dan Kerja Sama
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : PR-DJPU 8 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN ™ /ALUASI
"™73IATAN FASILITASI (FAL) UDARA

BABII
KETENTUAN UMUM

1.1 Tuyjuan
Tujuan ditetapkannya tata cara Pengawasan dan Evaluasi kegiatan
Fasilitasi \» AL) Udara, antara lain:

1.2

a.

memberikan pemahaman kepada Inspektur mengenai proses
Pengawasan dan evaluasi kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara yang
dilakukan sesuai ketentuan;

memberikan tata cara kepada Inspektur dalam perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, tindakan perbaikan dan tindak lanjut hasil
Pengawasan dan evaluasi kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;
memberikan petunjuk dan tata cara pentahapan kegiatan dalam
melaksanakan Pengawasan dan evaluasi kegiatan Fasilitasi (FAL)
Udara;

memberikan standar bentuk Pengawasan dan evaluasi kegiatan
Fasilitasi (FAL) Udara; dan

memberikan panduan dalam penilaian tingkat pemenuhan terhadap
pelaksanaan prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar Udara berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Fasilitasi
(FAL) Udara.

Definisi
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat
pemenuhan peraturan Fasilitasi (FAL) Udara yang dilaksanakan oleh
penyelenggara bandar udara dan penyelenggara angkutan udara yang
melakukan kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara sesuai ketentuan dalam
Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap sarana dan prasarana
serta prosedur Fasilitasi (FAL) Udara yang harus dipenuhi oleh Bandar
Udara.

Rekomendasi adalah suatu saran tindakan yang diberikan kepada
penyelenggara bandar udara dan penyelenggara angkutan udara untuk
memperbaiki ketidakpatuhan yang teridentifikasi.

Checklist adalah suatu alat bantu Pengawasan berbentuk daftar
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan di bidang Fasilitasi (FAL) udara
guna mengidentifikasi dan mendokumentasikan status penerapan
ketentuan tersebut.

Inspektur Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Ir ektur
adalah ASN yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur
Keamanan penerbangan dan jabatan fungsional Asisten Inspektur
Keamanan Penerbangan.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan, Fasilitasi
(FAL) Udara, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di
atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena
reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.

Fasilitasi yang selanjutnya disebut FAL adalah rangkaian kegiatan
pemerintahan di bidang pembinaan kegiatan penerbangan,
kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan pada bandar udara yang
melayani penerbangan sipil internasional untuk mendukung
kelancaran penerbangan tanpa hambatan dan penundaan yang tidak
perlu meliputi pergerakan Pesawat Udara, Personel Pesawat Udara,
penumpang dan barang, Kargo, Pos dan Barang Persediaan Pesawat
Udara serta dokumen perjalanan penerbangan internasional.

Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional adalah dokumen tertulis yang
memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pelayanan fasilitasi
(FAL Udara yang diambil untuk melayani penerbangan sipil
internasional untuk mendukung kelancaran penerbangan tanpa
hambatan dan penundaan yang tidak perlu meliputi pergerakan
Pesawat Udara, Personel Pesawat Udara, penumpang dan barang,
Kargo, Pos dan Barang Persediaan Pesawat Udara serta dokumen
perjalanan penerbangan internasional.

Prosedur FAL Bandar Udara adalah dokumen tertulis yang memuat
prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib
dilaksanakan oleh Penyelenggara Bandar Udara untuk memenuhi
ketentuan yang terkait penyelenggaraan FAL di Bandar Udara.

Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara
dan Badan Usaha Bandar Udara.

Penyelenggara Angkutan Udara adalah Badan Usaha Angkutan Udara
yang melayani Angkutan Udara luar negeri dan Perusahaan Angkutan
Udara Asing.

Objek Pengawasan adalah Penyelenggara Bandar Udara dan/atau
Penyelenggara Angkutan Udara.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di
Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara,
yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar
udara yang belum diusahakan secara komersial.

Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk
perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya
mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk
perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya
mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut
penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara
niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan
perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah
Republik Indonesia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Direktur adalah Direktur yang membidangi Fasilitasi (FAL) Udara.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Direktorat adalah Direktorat Keamanan Penerbangan.

Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Tata Cara Pengawasan Dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi
(FAL) Udara meliputi:

a.

b.

C.

tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi
Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;

tahapan dalam proses Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi
(FAL) Udara; dan

pengawasan lanjutan (monitoring) tindakan perbaikan FAL.



2.1 Direktur
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BAB 1II
PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

2.1.1 Bertanggungjawab pada pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi
Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara.

2.1.2 Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
butir 2.1.1, Direktur berwenang untuk:

a.

menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan
dan mengevaluasi tata cara Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi
(FAL) Udara;

mengalokasikan anggaran Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan
Fasilitasi (FAL) Udara dan penyelesaian ketidakpatuhan
terhadap pelaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara;

melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah di bidang
Kepabeananan, Keimigrasian, Kekarantinaan dalam
Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;
merencanakan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan
program kerja pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi
(FAL) Udara;

mengoordinasikan program kerja pengawasan dan evaluasi
Fasilitasi (FAL) Udara dengan Kantor Otoritas;

melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi
(FAL) Udara;

membuat dan mengembangkan program peningkatan kualitas
Inspektur dan fasilitas lainnya untuk mendukung program serta
sistem Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;
membentuk dan menunjuk tim Inspektur pelaksanaan
pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;
mengevaluasi hasil Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL)
Udara;

menyetujui hasil pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi
Fasilitasi (FAL) Udara;

membangun proses pengumpulan informasi tentang Fasilitasi
(FAL) udara dari sumber di luar sistem Pengawasan dan Evaluasi
Fasilitasi (FAL) Udara;

memberikan tindakan perbaikan berdasarkan hasil Pengawasan
dan Evaluasi Fasilitasi (FAL) Udara;

melakukan pengawasan tindakan perbaikan yang dilakukan
oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan
Udara;

memastikan dan menyetujui langkah-langkah perbaikan yang
harus dilakukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara sesuai hasil Pengawasan;
melaporkan hasil dan analisis penilaian Pengawasan dan
Evaluasi Fasilitasi (FAL) Udara kepada Direktur Jenderal setiap
tahun; dan

melakukan manajemen pencatatan atau perekaman kegiatan
Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL) Udara.

2.2 Kepala Kantor
2.2.1 Bertanggungjawab melaksanakan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi
(FAL) Udara di wilayah kerjanya.
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2.2.2 Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada
butir 2.2.1, Kepala Kantor berwenang untuk:

2.3 Inspektur

a.

b.

melaksanakan program Pengawasan Kegiatan Fasilitasi (FAL)
Udara;

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Kegiatan
Fasilitasi (FAL) Udara;

merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program kerja
Pengawasan Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara di wilayah kerjanya;
menetapkan program kerja Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan
Fasilitasi (FAL) Udara di wilayah kerjanya setelah berkoordinasi
dengan Direktur;

melaksanakan kegiatan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi (FAL)
Udara di wilayah kerjanya;

membentuk dan menunjuk tim Inspektur pelaksanaan
Pengawasan Kegiatan Fasilitasi (FAL) Udara;

mengevaluasi hasil pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Fasilitasi
(FAL) Udara;

membantu mengumpulkan informasi tentang Fasilitasi (FAL)
Udara dari sumber di luar sistem Pengawasan Fasilitasi (FAL)
Udara;

memberikan tindakan korektif berdasarkan hasil Pengawasan
Fasilitasi (FAL) Udara;

melakukan pengawasan penyelesaian tindakan perbaikan yang
dilakukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara
Angkutan Udara;

memastikan dan menyetujui langkah-langkah perbaikan yang
harus dilakukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara sesuai hasil Pengawasan
Fasilitasi (FAL) Udara;

memastikan  Penyelenggara Bandar Udara melakukan
pertemuan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara; dan

. melakukan manajemen pencatatan atau perekaman kegiatan

Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara.

2.3.1 Inspektur melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL)
Udara kepada Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara
Angkutan Udara.

2.3.2

Dalam melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL)
Udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1 Inspektur memiliki
kewenangan:

a.

memasuki setiap area, fasilitas atau bangunan pada
Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan
Udara dan area lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan FAL;
memasuki Pesawat Udara yang beroperasi di wilayah Republik
Indonesia;

meminta Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara
Angkutan Udara untuk memberikan informasi terkait
Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara;

melakukan wawancara untuk menilai langkah-langkah lanjut
pelayanan Fasilitasi (FAL) Udara;

mendapatkan akses terhadap dokumen, catatan, rekaman dan
sistem yang terkait dengan fasilitasi (FAL) udara;
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melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas langkah-langkah
pelayanan fasilitasi (FAL) udara, prosedur fasilitasi (FAL) Bandar
Udara dan kinerja fasilitas pendukung kegiatan Fasilitasi (FAL)
Udara;

membawa dan menggunakan peralatan yang diperlukan untuk
menjalankan tugas Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL)
Udara, termasuk alat komunikasi, kamera, dan alat perekam,;
merekomendasikan kepada Direktur atau Kepala Kantor
tindakan penegakan hukum terhadap Penyelenggara Bandar
Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara yang tidak patuh
terhadap ketentuan di bidang Fasilitasi (FAL) Udara, Program
Fasiltasi (FAL) Udara Nasional, Prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar
Udara yang telah disahkan;

memerintahkan Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara
Angkutan Udara melakukan tindakan perbaikan atas
ketidakpatuhan terhadap ketentuan di bidang Fasilitasi (FAL)
Udara, Program Fasiltasi (FAL) Udara Nasional, Prosedur
Fasilitasi (FAL) bandar udara yang telah disahkan;
mengevaluasi rencana tindakan perbaikan dan penyelesaian
tindakan perbaikan;

melakukan Pengawasan dan Evaluasi Fasilitasi (FAL) Udara pada
Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan
Udara yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia; dan
memberikan  klasifikasi tingkat kepatuhan pada saat
pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi (FAL)
Udara.
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BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN FAL

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemenuhan
peraturan FAL yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada
butir 3.1 dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang
Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL bertujuan untuk:

a. melihat tingkat pemenuhan ketentuan FAL yang dilaksanakan di
Bandar Udara dan Angkutan Udara;

b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah di bidang
Kepabeananan, Keimigrasian dan kekarantinaan guna perbaikan dan
peningkatan pelayanan serta penyelesaian berbagai hal terkait FAL
yang ditemukan di Bandar Udara;

c. memberikan rekomendasi terhadap penyimpangan implementasi
ketentuan FAL;

d. melakukan evaluasi dan koordinasi terkait pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Internasional; dan

e. untuk mendapatkan bahan masukan bagi pimpinan dalam
pengambilan keputusan terkait FAL.

Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud

pada butir 3.2 meliputi:

a. prosedur formal tentang kegiatan lintas batas negara bagi Pesawat
Udara, awak pesawat, penumpang, Bagasi Tercatat dan Kargo; dan

b. pelayanan kepada pengguna jasa terkait penyelenggaraan fasilitasi.

Kegiatan pengawasan FAL dilaksanakan untuk menilai Penyelenggara
Bandar Udara atau Penyelenggara Angkutan Udara dalam
mengimplementasikan ketentuan Fasilitasi (FAL) Udara sesuai dengan
Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.

Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada butir 3.5 dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 dilakukan

oleh Direktorat Jenderal atau Kantor Otoritas pada kondisi:

a. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional;

b. terjadinya keadaan darurat yang berdampak pada pelayanan FAL di
Bandar Udara Internasional;

c. adanya kegiatan kenegaraan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh
instansi pemerintah bertaraf internasional yang melibatkan
pelayanan FAL di Bandar Udara Internasional; dan/atau

d. untuk pemberangkatan haji/umroh.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir
3.3 dilaksanakan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
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Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3.5 dibuat dalam
bentuk rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan FAL di Bandar
Udara.

Hasil evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir 3.7 dilaporkan
kepada Direktur Jenderal.

Hasil pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir
3.8, disampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk
penyelesaian.

Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir 3.11, dapat
dikoordinasikan dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeananan,
Keimigrasian, Kekarantinaan dan Penyelenggara Angkutan Udara.

Objek Pengawasan harus melaporkan tindak lanjut rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada 3.9 kepada Direktur Jenderal.
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BAB IV

TAHAPAN PENGAWASAN FAL

4.1 Gambaran Umum

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Pengawasan FAL dilaksanakan guna menilai pemenuhan
penerapan standar Fasilitasi (FAL) udara dan mengantisipasi
tingkat pelayanan yang menghambat penyelenggaraan FAL yang
dilakukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara
Angkutan Udara.

Pengawasan FAL dilakukan dalam rangka:

a. memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam Program
Fasilitasi Udara Nasional dan Prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar
Udara dilaksanakan;

b. memastikan pencapaian tingkat pemenuhan standar
pelayanan Fasilitasi (FAL) Udara dan efektifitas pelaksanaan
langkah-langkah pelayanan Fasilitasi (FAL) Udara;

c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan Prosedur Fasilitasi
(FAL) Bandar Udara; dan

d. mengidentifikasi daerah yang membutuhkan peningkatan
pelayanan  Fasilitasi (FAL) Udara dan memastikan
dilaksanakannya tindakan perbaikan FAL.

Pengawasan FAL dilakukan dengan ketentuan:

a. berdasarkan program kerja yang telah disusun;

b. dilakukan pemberitahuan kepada Penyelenggara Bandar Udara
dan Penyelenggara Angkutan Udara untuk memberi
kesempatan kepada Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara mempersiapkan dokumen dan
perangkat lainnya;

c. metode pelaksanaan dengan cara hadir di lokasi (on-site) atau
di luar lokasi (off-site) Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara; dan

d. hasil pengawasan dilakukan penelaahan terhadap tindakan
perbaikan yang dilakukan.

Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.3
dilakukan oleh Inspektur atas perintah Direktur atau Kepala
Kantor.

Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.3 harus
mengacu kepada Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional dengan
memperhatikan Prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.

Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.3
dilakukan menggunakan Checklist sesuai dengan Lampiran II
huruf A dan Lampiran II huruf B.

Kegiatan Pengawasan FAL dengan metode pelaksanaan di luar

lokasi (off-site) Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

butir 4.1.3 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

a. secara tatap muka di luar lokasi Objek Pengawasan pada suatu
lokasi yang sudah ditentukan; atau
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b. secara daring (online) apabila akses ke lokasi mengalami
kendala sebagai berikut:
1) terjadi wabah pandemi;
2) terjadi bencana alam; dan/atau
3) kondisi keamanan wilayah.

4.2 Perencanaan Pengawasan

4.3

4.2.1

Direktur dan Kepala Kantor menyusun rencana Pengawasan
Fasilitasi (FAL) Udara tahunan.

Persiapan Pengawasan

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Persiapan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur meliputi:
a. administrasi;

b. dokumen pendukung; dan

c. alat kelengkapan Pengawasan.

Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.1

huruf a, meliputi:

a. penetapan tim pelaksana;

b. menyiapkan surat tugas;

c. menyiapkan surat pemberitahuan ke Penyelenggara Bandar
Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara; dan

d. melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan Pengawasan.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.1
huruf b, sebagai berikut:

a. regulasi Fasilitasi (FAL) Udara; dan

b. hasil Pengawasan sebelumnya.

Alat kelengkapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir
4.3.1 huruf c, antara lain:
checklist,;

kamera;

laptop/perangkat komputer;
printer;

audio recording;

scanner;

alat komunikasi;

modem jaringan internet;
rompi inspektur; dan/atau
alat keselamatan kerja.

TR a0 o

Penetapan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.2
huruf a, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menetapkan nama-nama Inspektur yang akan bertugas; dan
b. menetapkan ketua dan anggota dalam tim Inspektur.

Ketua tim sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.5 huruf b,

mempunyai tugas:

a. memastikan tahapan dalam pelaksanaan Pengawasan
Fasilitasi (FAL) Udara dilakukan sesuai dengan tata cara;

b. memimpin, mengoordinasikan dan sebagai narahubung dalam
pelaksanaan Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara;



4.3.7

e

-13-

memastikan kegiatan Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara
dilakukan sesuai dengan rencana dan prosedur;

memastikan tim dalam melaksanakan Pengawasan Fasilitasi
(FAL) Udara secara independen, professional, tidak terpengaruh
dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau
komersial serta objektif;

membagi tugas, memastikan dan memonitor semua anggota
mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas
Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara yang diberikan;
memastikan pengisian checklist Pengawasan Fasilitasi (FAL)
Udara serta membuat catatan kegiatan;

mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan
memverifikasi hasil Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara dengan
Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan
Udara;

menetapkan status hasil Pengawasan Fasilitasi (FAL) udara;
memberikan rekomendasi secara verbal atau tertulis kepada
Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan
Udara untuk melakukan perbaikan terhadap hasil Pengawasan
Fasilitasi (FAL) Udara;

melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Fasilitasi (FAL)
Udara kepada Direktur atau Kepala Kantor secara berjenjang;
mengoordinasikan penyusunan kronologis pelanggaran yang
akan diajukan/diusulkan pengenaan sanksi administratif;
mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi terhadap
pelanggaran yang dapat dikategorikan menimbulkan dampak
terhadap Fasilitasi (FAL) Udara;

memastikan laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Fasilitasi
(FAL) Udara serta surat pemberitahuan  hasilnya
didokumentasikan dan dimasukkan ke dalam database; dan
mengoordinasikan kegiatan Pengawasan tindakan perbaikan
yang dilakukan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara.

Anggota tim sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.5 huruf b,
mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan persiapan sesuai dengan perencanaan kegiatan
Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara;

menjalankan semua tahapan kegiatan Pengawasan Fasilitasi
(FAL) Udara sesuai dengan rencana dan prosedur;
menjalankan tugas-tugas Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara
secara independen, profesional, tidak terpengaruh dengan
konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial
serta objektif;

mengisi checklist Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara serta
membuat catatan hasil kegiatan;

menyimpan catatan yang jelas mengenai tindakan yang
dilakukan selama kegiatan Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara
atau mengumpulkan bukti yang mendukung temuan;
bersama-sama dengan ketua tim untuk melakukan identifikasi
dan menyusun kronologis terhadap pelanggaran yang akan
diproses sebagai laporan hasil Pengawasan untuk
diajukan/diusulkan pengenaan sanksi adminstratif.
menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Fasilitasi
(FAL) Udara;
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h. mendokumentasikan laporan hasil pelaksanaan Pengawasan
Fasilitasi (FAL) Udara dan surat pemberitahuan hasilnya; dan

i. mendukung dan melaksanakan pengawasan penyelesaian
tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Penyelenggara Bandar
Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara.

Surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.2 huruf b,
merupakan perintah kepada tim Inspektur untuk melakukan
kegiatan Pengawasan Fasilitasi (FAL) Udara, paling sedikit
memuat:

a. nama tim Inspektur;

b. kegiatan;

c. lokasi tujuan;

d. waktu pengawasan,;

e. biaya pengawasan; dan

f. jangka waktu pelaksanaan.

Surat pemberitahuan ke Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada butir
4.3.2 huruf ¢, memuat:

a. rencana tanggal pelaksanaan;

b. arahan kepada  Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara untuk menyiapkan dokumen
pendukung, antara lain:

1) prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
2) data personel;
3) dokumentasi fasilitas pelayanan Fasilitasi (FAL) Bandar
Udara;
4) dokumen perizinan—perizinan di bidang Fasilitasi (FAL)
Bandar Udara; dan
5) dokumen lainnya.
c. agenda kegiatan; dan
d. permintaan tim/personel pendamping pelaksanaan kegiatan.

Surat pemberitahuan ke Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada butir
4.3.9 dikirimkan ke Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sebelum tanggal pelaksanaan.

Agenda kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.9 huruf d,

memuat:

a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan;

b. susunan kegiatan meliputi hari, tanggal, jam, kegiatan, lokasi
kegiatan dan keterangan; dan

c. tim Inspektur.

Format surat pemberitahuan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada butir 4.3.2 huruf c, termuat dalam Lampiran II huruf D.1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.



-15-

4.4 Pelaksanaan Pengawasan

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud
pada butir 4.1.2 huruf a dan huruf b, terdiri dari:

a. rapat pembukaan,;

b. pelaksanaan Pengawasan;

c. penyusunan draft temuan; dan

d. rapat penutupan.

Dalam rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1
huruf a, ketua tim Inspektur harus menyampaikan informasi dan
penjelasan paling sedikit:

perkenalan tim Inspektur;

penjelasan maksud dan tujuan;

penjelasan pelaksanaan pengawasan;

penjelasan terkait pengenaan sanksi; dan

penjelasan agenda pengawasan.

P00 T

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1

huruf b, yang dilakukan dengan cara hadir di lokasi (on site)

sebagai berikut:

a. mengidentifikasi pemenuhan regulasi dan implementasi
Program Fasilitasi (FAL) Nasional;

b. memverifikasi bukti yang disampaikan;

c. memverifikasi hasil observasi di lapangan;

d. memberikan catatan dan/atau referensi bukti pada checklist;
dan/atau
e. mengklasifikasi tingkat kepatuhan.

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1

huruf b, yang dilakukan di luar lokasi (off site) sebagai berikut:

a. mengidentifikasi pemenuhan regulasi dan implementasi
Program Fasilitasi (FAL) Nasional;

b. memverifikasi bukti yang disampaikan;

c. melakukan observasi lapangan dengan menggunakan
teknologi;

d. memberikan catatan dan/atau referensi bukti pada checklist;
dan/atau

e. mengklasifikasi tingkat kepatuhan.

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1
huruf b, dilakukan dengan menggunakan metodologi, meliputi:

a. tinjauan dokumen;

b. wawancara; dan/atau

c. tinjauan lapangan.

Penyusunan draft temuan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1
huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:

a. mengumpulkan dan mendiskusikan catatan hasil pengawasan;
b. menyusun draft temuan; dan/atau

c. memastikan bukti (evidence) setiap temuan.
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Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.1 hurufd,
dilakukan dengan:

a. menyampaikan hasil Pengawasan;

b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Bandar Udara
dan Penyelenggara Angkutan Udara untuk menanggapi hasil
Pengawasan;

menyampaikan prosedur tindak lanjut hasil Pengawasan; dan
membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan
Pengawasan.

R o

Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.2 dan
rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.5 dihadiri
oleh pimpinan/pejabat Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Angkutan Udara.

Klasifikasi tingkat kepatuhan pada kegiatan Pengawasan FAL
sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.3 huruf e dan butir 4.4.4
huruf e, yaitu:

a. Memenuhi persyaratan(C) : comply;
b. Tidak memenuhi persyaratan (NC) : not comply; dan
c. tidak diberlakukan ketentuan (NA) : not applicable.

Kategori memenuhi persyaratan (C) sebagaimana dimaksud pada
butir 4.4.9 huruf a, yaitu sudah memenuhi ketentuan di bidang
Fasilitasi (FAL) Udara dan Prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.

Kategori tidak memenuhi persyaratan (NC) sebagaimana dimaksud
pada butir 4.4.9 huruf b, yaitu belum memenuhi ketentuan di
bidang Fasilitasi (FAL) Udara dan Prosedur Fasilitasi (FAL) Bandar
Udara.

Kategori tidak diberlakukan ketentuan (NA) sebagaimana
dimaksud pada butir 4.4.9 huruf c, yaitu pertanyaan pada checklist
yang tidak dapat dijawab dikarenakan ketentuan tidak ada pada
operasional Penyelenggara Bandar Udara, seperti antara lain:

a. pemenuhan terkait ketentuan Kepabeanan;

b. pemenuhan terkait ketentuan Keimigrasian;

c. pemenuhan terkait ketentuan Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan

Tumbuhan; dan
d. pemenuhan terkait ketentuan Kekarantinaan Kesehatan.

Temuan hasil Pengawasan dengan kategori tidak patuh (NC)
sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.11 ditindaklanjuti dengan
membuat rencana tindakan perbaikan.

Temuan hasil Pengawasan dengan kategori tidak patuh (NC)
sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.13 dalam berita acara
dinyatakan dengan status open.

Apabila Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan
Udara tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana
dimaksud pada butir 4.4.14 maka berita acara tetap sah dan
ketidakbersediaan Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara
Angkutan Udara tersebut dimuat di dalam laporan Pengawasan.



4.5

-17-

4.4.16 Format berita acara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada butir 4.4.15 termuat dalam Lampiran II huruf E.1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Pelaporan
4.5.1 Tim Inspektur yang melaksanakan Pengawasan FAL harus
membuat:

a. laporan hasil pelaksanaan Pengawasan FAL kepada Direktur
atau Kepala Kantor; dan

b. rancangan surat hasil pelaksanaan Pengawasan FAL yang
ditujukan kepada Penyelenggara Bandar Udara atau
Penyelenggara Angkutan Udara.

4.5.2 Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan FAL sebagaimana
dimaksud pada butir 4.5.1 huruf a, paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. hasil pelaksanaan;
c. kesimpulan;

d. penutup; dan

e. lampiran.

4.5.3 Lampiran sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.2 huruf e, terdiri
dari:
a. berita acara kegiatan Pengawasan FAL;
b. checklist hasil kerja dan catatan hasil kegiatan Pengawasan;
c. hasil temuan, dan rekomendasi Pengawasan FAL;
d. lampiran bukti kegiatan Pengawasan (absensi, foto, evidence -
evidence yang dibutuhkan);
surat tugas; dan
f. surat pemberitahuan Pengawasan FAL.

®

4.5.4 Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan FAL sebagaimana
dimaksud pada butir 4.5.2 dibuat dengan jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja.

4.5.5 Hasil pelaksanaan Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada
butir 4.5.1 yang telah disetujui oleh Direktur atau Kepala Kantor
disampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara atau
Penyelenggara  Angkutan  Udara dalam  bentuk  surat
pemberitahuan hasil pelaksanaan Pengawasan.

4.5.6 Surat pemberitahuan hasil pelaksanaan Pengawasan FAL
sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.5 memuat lampiran tabel
hasil pelaksanaan Pengawasan FAL yang isinya sesuai/sama
dengan tabel hasil pelaksanaan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada butir 4.5.2 huruf b.

4.5.7 Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada butir 4.5.2 dan surat pemberitahuan hasil Pengawasan
kepada Penyelenggara Bandar Udara atau Penyelenggara Angkutan
Udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.6 didokumentasikan.
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Laporan hasil Pengawasan yang dilaporkan kepada Direktur atau
Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.7 dengan
memuat lampiran sebagai berikut:

a. dasar pelaksanaan kegiatan Pengawasan;

b. berita acara Pengawasan; dan

c. data dukung lainnya.

Format laporan hasil pelaksanaan Pengawasan FAL sebagaimana
dimaksud pada butir 4.5.2 dan format surat hasil pelaksanaan
Pengawasan kepada Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada butir 4.5.5, termuat dalam Lampiran II huruf F yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal ini.
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BAB V

TAHAPAN EVALUASI FAL

5.1 Gambaran Umum

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Evaluasi FAL dilaksanakan guna menilai ketersediaan fasilitas dan
pelayanan FAL di Bandar Udara yang akan melayani penerbangan
internasional.

Evaluasi FAL dilakukan dalam rangka:

a. memastikan ketersediaan pelayanan FAL untuk penanganan
penumpang, bagasi, Kargo dan Pos;

b. memastikan pelaksanaan proses layanan pemeriksaan
Kepabeanan, Keimigrasian, kekarantinaan  kesehatan,
kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang efektif dan
efisien; dan

c. memastikan ketersediaan area atau lahan untuk pelayanan
FAL.

Evaluasi FAL dilakukan dengan ketentuan:

a. berdasarkan permintaan Bandar Udara atau perintah
pimpinan;

b. memastikan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah
setempat, instansi Kepabeanan, instansi Keimigrasian, instansi
Kekarantinaan;

c. metode pelaksanaan dengan cara hadir di lokasi (on-site) atau
di luar lokasi (off-site) Penyelenggara Bandar Udara; dan

d. hasil evaluasi disampaikan kepada Penyelenggara Bandar
Udara dan dilaporkan kepada Direktur.

Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3 dilakukan
oleh Inspektur atas perintah Direktur.

Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3 harus
mengacu kepada Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.

Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3 dilakukan
menggunakan Checklist sesuai dengan Lampiran II huruf C.

Kegiatan Evaluasi FAL dengan metode pelaksanaan di luar lokasi
(off-site) Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir
5.1.3 huruf ¢, dilakukan dengan ketentuan:
a. secara tatap muka diluar lokasi Penyelenggara Bandar Udara
pada suatu lokasi yang sudah ditentukan; atau
b. secara daring (online) apabila akses ke lokasi mengalami
kendala sebagai berikut:
1) terjadi wabah pandemi;
2) terjadi bencana alam; dan/atau
3) kondisi keamanan wilayah.

5.2 Persiapan Evaluasi FAL
5.2.1 Persiapan Evaluasi FAL yang dilakukan oleh Inspektur meliputi:

a. administrasi;
b. dokumen pendukung; dan
c. alat kelengkapan Evaluasi FAL.
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5.2.2 Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1
huruf a, meliputi:
penetapan tim pelaksana;

a.
b.
c.

d.

menyiapkan surat tugas;

menyiapkan surat pemberitahuan ke Penyelenggara Bandar
Udara; dan
melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan Evaluasi FAL.

5.2.3 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 huruf
b, sebagai berikut:

a.
b.

regulasi Fasilitasi (FAL) Udara; dan

dokumen pendukung dari Pemerintah Daerah setempat,
instansi Kepabeanan, instansi Keimigrasian, instansi
Kekarantinaan.

5.2.4 Alat kelengkapan Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir
5.2.1 huruf ¢, antara lain:
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. checklist;

kamera;

laptop/perangkat komputer;
printer,

audio recording;

scanner;

alat komunikasi;

modem jaringan internet;
rompi inspektur; dan/atau
alat keselamatan kerja.

5.2.5 Penetapan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2
huruf a, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. menetapkan nama-nama Inspektur yang akan bertugas; dan
b. menetapkan ketua dan anggota dalam tim Inspektur.

5.2.6 Ketua tim sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.5 huruf b,
mempunyai tugas:

a.

b.

memastikan tahapan dalam pelaksanaan Evaluasi FAL
dilakukan sesuai dengan tata cara;

memimpin, mengkoordinasikan dan sebagai narahubung
dalam pelaksanaan Evaluasi FAL;

memastikan tim dalam melaksanakan Evaluasi FAL secara
independen, professional, tidak terpengaruh dengan konflik
kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial serta
objektif;

membagi tugas, memastikan dan memonitor semua anggota
mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas
Evaluasi FAL yang diberikan;

memastikan pengisian checklist Evaluasi FAL serta membuat
catatan kegiatan;

mengidentifikasi, mengevaluasi, mendiskusikan dan
memverifikasi hasil Evaluasi FAL dengan Penyelenggara Bandar
Udara;

memberikan rekomendasi tertulis kepada Penyelenggara
Bandar Udara untuk melakukan perbaikan terhadap hasil
Evaluasi FAL;
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h. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi FAL kepada Direktur;
dan

i. memastikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi FAL serta
surat pemberitahuan hasilnya didokumentasikan.

5.2.7 Anggota tim sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.5 huruf b,
mempunyai tugas:

a. melaksanakan persiapan Evaluasi FAL sesuai dengan
permintaan Bandar Udara atau perintah pimpinan;

b. menjalankan tugas-tugas Evaluasi FAL secara independen,
profesional, tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan,
aspek operasional dan/atau komersial serta objektif;

c. mengisi checklist Evaluasi FAL serta membuat catatan hasil
kegiatan,;

d. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi FAL; dan

e. mendokumentasikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi FAL
dan surat rekomendasi.

5.2.8 Surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2 huruf b,
merupakan perintah kepada tim Inspektur untuk melakukan
kegiatan Evaluasi FAL, paling sedikit memuat:

nama tim Inspektur;

kegiatan,;

lokasi tujuan;

waktu pengawasan;

biaya pengawasan; dan

jangka waktu pelaksanaan.

MO a0 T

5.2.9 Surat pemberitahuan ke Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana
dimaksud pada butir 5.2.2 huruf ¢, memuat:
a. rencana tanggal pelaksanaan;
b. arahan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk
menyiapkan dokumen pendukung, antara lain:
1) data personel,;
2) dokumentasi fasilitas pelayanan Fasilitasi (FAL) Bandar
Udara;
3) dokumen perizinan—perizinan di bidang Fasilitasi (FAL)
Bandar Udara; dan
4) dokumen lainnya.
c. agenda kegiatan; dan
d. permintaan tim/personel pendamping pelaksanaan kegiatan.

5.2.10 Surat pemberitahuan ke Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana
dimaksud pada butir 5.2.9 dikirimkan ke Penyelenggara Bandar
Udara sebelum pelaksanaan Evaluasi FAL.

5.2.11 Agenda kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.9 huruf c,
memuat:
a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan;
b. susunan kegiatan meliputi hari, tanggal, jam, kegiatan, lokasi
kegiatan dan keterangan; dan
c. tim Inspektur.
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5.2.12 Format surat pemberitahuan Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud
pada butir 5.2.9, termuat dalam Lampiran II huruf D.2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal ini.

Pelaksanaan Evaluasi

5.3.1 Pelaksanaan kegiatan Evaluasi FAL, terdiri dari:
a. rapat pembukaan,;
b. pelaksanaan Pengawasan; dan
c. rapat penutupan.

5.3.2 Dalam rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1
huruf a, ketua tim Inspektur harus menyampaikan informasi dan
penjelasan paling sedikit:

a. perkenalan tim Inspektur;

b. penjelasan maksud dan tujuan;

c. penjelasan pelaksanaan evaluasi; dan
d. penjelasan agenda evaluasi.

5.3.3 Pelaksanaan Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.5
huruf b, dilakukan dengan menggunakan metodologi, meliputi:
a. tinjauan dokumen;
b. wawancara; dan/atau
c. tinjauan lapangan.

5.3.4 Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 huruf d,
dilakukan dengan:
a. menyampaikan hasil Evaluasi FAL;
b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Bandar Udara
untuk menanggapi hasil Evaluasi FAL; dan
c. membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan
Evaluasi FAL.

5.3.5 Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 huruf a
dan rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 huruf
d dihadiri oleh pimpinan / pejabat Penyelenggara Bandar Udara.

5.3.6 Klasifikasi kegiatan Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada butir
5.1.1, yaitu:
a. Tersedia;

b. Tidak Tersedia; dan
c. Tidak Tersedia Dengan Catatan.

5.3.7 Kategori Tersedia sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.6 huruf a,
yaitu sudah memenuhi ketentuan di bidang Fasilitasi (FAL) Udara.

5.3.8 Kategori Tidak Tersedia sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.6
huruf b, yaitu belum memenuhi ketentuan di bidang Fasilitasi (FAL)
Udara.

5.3.9 Kategori Tidak Tersedia Dengan Catatan sebagaimana dimaksud
pada butir 5.3.6 huruf c, dikarenakan Penyelenggara Bandar Udara
tidak dapat melengkapi Fasilitas FAL dengan alasan tertentu.
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5.3.10 Apabila Penyelenggara Bandar Udara tidak bersedia
menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada butir
5.3.6 huruf ¢ maka berita acara tetap sah dan ketidakbersediaan
Penyelenggara Bandar Udara tersebut dimuat di dalam laporan
Evaluasi FAL.

5.3.11 Format berita acara pelaksanaan Evaluasi FAL sebagaimana
dimaksud pada butir 5.3.6 huruf c termuat dalam Lampiran II huruf
E.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Pelaporan
5.4.1 Tim Inspektur yang melaksanakan Evaluasi FAL harus membuat:
a. laporan hasil pelaksanaan Evaluasi FAL kepada Direktur; dan
b. rancangan surat hasil rekomendasi Evaluasi FAL yang ditujukan
kepada Penyelenggara Bandar Udara.

5.4.2 Laporan hasil pelaksanaan Evaluasi FAL sebagaimana dimaksud
pada butir 5.4.1 huruf a, paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. hasil pelaksanaan;
c. kesimpulan;

d. penutup; dan

e. lampiran.

5.4.3 Lampiran sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2 huruf e, terdiri

dari:
a. berita acara kegiatan Evaluasi FAL;
b. checklist hasil kerja dan catatan hasil kegiatan Evaluasi FAL;
c. hasil rekomendasi Evaluasi FAL;
d. lampiran bukti kegiatan Evaluasi FAL (dokumentasi dan

evidence-evidence yang dibutuhkan);
surat tugas; dan
f. surat pemberitahuan Evaluasi FAL.

®

5.4.4 Laporan hasil Evaluasi FAL yang dilaporkan kepada Direktur
sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.1 huruf a memuat lampiran
sebagai berikut:

a. dasar pelaksanaan kegiatan Evaluasi FAL;
b. Dberita acara Evaluasi FAL; dan
c. data dukung lainnya.
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BAB VI
PENGAWASAN LANJUTAN TINDAKAN PERBAIKAN FAL

Inspektur memastikan Objek Pengawasan menindaklanjuti temuan hasil
Pengawasan FAL.

Dalam melakukan Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada butir
6.1 Inspektur melakukan tindakan sebagai berikut:

a. monitoring terhadap tindakan perbaikan FAL; dan

b. monitoring terhadap penerapan sanksi administratif.

Monitoring tindakan perbaikan FAL sebagaimana dimaksud pada butir 6.2

huruf a dilakukan dengan:

a. memastikan Objek Pengawasan telah membuat rencana tindakan
perbaikan FAL;

b. mengidentifikasi tanggal batas waktu pemenuhan (due date);

c. menanyakan progres dan/atau koordinasi pelaksanaan tindakan
perbaikan FAL;

d. melakukan evaluasi tindakan perbaikan FAL; dan/atau

e. memastikan hasil evaluasi tindakan perbaikan FAL telah diterima
oleh Objek Pengawasan.

Evaluasi tindakan perbaikan FAL sebagaimana dimaksud pada butir 6.3
huruf e, dilakukan dengan menilai:
a. kesesuaian target waktu pemenuhan (due date);
b. kesesuaian bukti (evidence) tindakan perbaikan FAL pemenuhan
terhadap temuan; dan/atau
c. permohonan perpanjangan batas target waktu yang telah ditetapkan.

Apabila bukti (evidence) tindakan perbaikan FAL pemenuhan terhadap
temuan sebagaimana dimaksud pada butir 6.4 huruf b, terdapat keraguan
dan/atau membutuhkan pemeriksaan bukti langsung ke lapangan, maka
dilakukan pengawasan tindak lanjut FAL guna memastikan pemenuhan.

Hasil evaluasi tindakan perbaikan FAL sebagaimana dimaksud pada butir
6.4, dinyatakan status open atau closed.

Status open sebagaimana dimaksud pada butir 6.6 dinyatakan apabila:

a. tidak ada bukti (evidence) tindakan perbaikan FAL yang
disampaikan;

b. bukti tindakan (evidence) perbaikan FAL belum memenuhi ketentuan;
dan/atau

c. hasil pengawasan tindak lanjut FAL belum memenuhi ketentuan.

Status closed sebagaimana dimaksud pada butir 6.6, dinyatakan apabila:

a. bukti (evidence) tindakan perbaikan FAL telah memenuhi ketentuan;
dan/atau

b. hasil pengawasan tindak lanjut FAL telah memenuhi ketentuan.

Hasil evaluasi tindakan perbaikan FAL sebagaimana dimaksud pada butir
6.6 disampaikan kepada Objek Pengawasan setelah mendapat
persetujuan dari Direktur atau Kepala Kantor.
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Apabila hasil evaluasi tindakan perbaikan FAL terdapat status open dan
telah melewati batas waktu pemenuhan (due date) yang ditetapkan maka
Direktur atau Kepala Kantor dapat mengusulkan pengenaan sanksi
administratif.

Objek Pengawasan dapat mengajukan permohonan perpanjangan target
waktu penyelesaian tindakan perbaikan FAL kepada Direktur atau Kepala
Kantor.

Direktur atau Kepala Kantor dapat menyetujui permohonan sebagaimana
pada butir 6.11, dengan mempertimbangkan:
a. bukti progres tindakan perbaikan FAL yang sedang dilakukan;
dan/atau
b. mempertimbangkan pelayanan kegiatan FAL di Bandar Udara.

Direktur atau Kepala Kantor dapat memberikan 1 (satu) kali perpanjangan
target waktu penyelesaian tindakan perbaikan FAL.

Monitoring terhadap penerapan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada butir 6.2 huruf b, dilakukan sebagai berikut:

a. memastikan surat sanksi administratif telah diterima Objek
Pengawasan; dan

b. memastikan tindakan perbaikan FAL tetap dilakukan.

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 dilaksanakan
dengan metode komunikasi, konfirmasi dan/atau administrasi
persuratan.

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 dinyatakan
berakhir, apabila:

perubahan regulasi yang merubah substansi temuan;

perubahan penyelenggara;

perubahan nama organisasi/badan hukum;

perubahan alamat atau lokasi organisasi/badan hukum;

perubahan lokus temuan;

berhenti operasional dalam jangka waktu tertentu; dan

kondisi force majeure yang mengakibatkan berubahnya lokus
temuan.

@m0 ao o

Objek Pengawasan yang monitoring tindaklanjutnya dinyatakan berakhir
sebagaimana dimaksud pada butir 6.16 menjadi prioritas dalam
Pengawasan berikutnya.

Format surat hasil evaluasi tindakan perbaikan FAL sebagaimana
dimaksud pada butir 6.9 termuat dalam Lampiran II huruf G.4
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BAB VII

MANAJEMEN PENCATATAN ATAU PEREKAMAN

Direktur dan Kepala Kantor melakukan manajemen pencatatan dan/atau
perekaman.

Manajemen pencatatan dan/atau perekaman sebagaimana dimaksud pada
butir ..1 meliputi seluruh data kegiatan Pengawasan FAL yang
didokumentasikan dalam bentuk catatan dan/atau rekaman.

Bentuk catatan sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 meliputi:

a. catatan/berkas yang dibuat selama masa perencanaan dan persiapan
kegiatan;

lembar kerja, checklist, berita acara dan laporan;

surat yang diterbitkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

surat dari Objek Pengawasan,;

dokumen yang diperoleh dan digunakan sebagai alat bukti selama
pelaksanaan kegiatan; dan

f. dokumen monitoring Pengawasan FAL.

opo o

Catatan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 dalam bentuk hard copy
dan/atau soft copy.

Bentuk rekaman sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 antara lain berupa:
a. rekaman suara;
b. rekaman video; dan/atau
c. rekaman foto.
Catatan dan rekaman harus disimpan untuk jangka waktu paling singkat
3 (tiga) tahun.

DIREKTUR JENT TRAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya

T7 - - 1. T _

~~n Hukum dan Kerja Sama
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : PR-DJPU 8 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN
EVALUASI KEGIATAN FASILITASI

(FAL) UDARA
A. PENGAWASAN FAL PENYELENGGARA BANDAR UDARA
Nama Bandar Udara Tanggal :
Lokasi Bandar Udara Pukul

I.

PROSEDUR FAL

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (iF;ANFE[jSN KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 1. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara telah menyusun Prosedur | Ketersediaan Prosedur FAL Bandar Udara;
Pasal 8 (2) FAL Bandar Udara?
b.
PM 2. Apakah Prosedur FAL Bandar
10/2024 Udara sesuai dengan Format
Pasal 8 (4) Lampiran A PM 10 Tahun 2024?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (ET)AN’I(‘:U/.SN KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 3. |Jika Penyelenggara Bandar Udara | Periksa:
10/2024 telah menyusun Prosedur FAL | Apakah sudah ada pengesahan dari Kepala Bandar
Pasal 8 (3) Bandar Udara, apakah Prosedur | Udara?
FAL Bandar Udara telah disahkan
oleh Kepala Bandar Udara?
PM 4. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara telah melaksanakan 1. Apakah semua ketentuan dalam Prosedur
Pasal (2) b Prosedur FAL Bandar Udara FAL Bandar Udara telah dilaksanakan oleh
sesuai dengan Prosedur FAL Penyelenggara Bandar Udara?
Bandar Udara? 2. Jika terdapat ketentuan dalam Prosedur
FAL yang tidak dilaksanakan oleh
Penyelenggara Bandar Udara, maka status
PQ ini adalah NC.
PM 5. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara telah mempertahankan | Apakah isi Prosedur FAL Bandar Udara telah
Pasal (2) b Prosedur FAL Bandar Udara | menyesuaikan dengan:
sesuai dengan Prosedur FAL | a. Regulasi terkini;

Bandar Udara?

b. Fasilitas FAL/implementasi FAL sesuai
dengan operasional Bandar Udara.




II. KOMITE FAL BANDAR UDARA

-20.

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (21/‘1;1(‘581\1 KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN

PM 6. |Apakah Kepala Bandar Udara | Periksa:
10/2024 telah mengusulkan penetapan 1. ketersediaan SK Komite FAL Bandar Udara dg

Pasal 8 (2) Komite FAL Bandar Udara kepada Dirjen
a Direktur Jenderal? 2. apakah SK Komite FAL Bandar Udara sesuai
dengan PM 10 Tahun 2024
3. susunan keanggotaan sesuai dengan PM 10
Tahun 2024

PM 7. | Apakah SK Komite FAL Bandar | Periksa:
10/2024 Udara masih berlaku? 1. Apakah masa tugas masih berlaku?
Pasal 19 2. Apakah ada perubahan pada anggota?

(2)

PM 8. | Apakah Komite FAL Bandar Udara | Periksa:
10/2024 melaksanakan pertemuan paling | Laporan hasil 3 (tiga) pertemuan terakhir Komite
Pasal 20 sedikit 2 (dua) kali dalam | FAL Bandar Udara

(1) setahun?

PM 9. | Apakah Komite FAL Bandar Udara | Periksa:
10/2024 sebagaimana dilaporkan kepada | Ketersediaan surat pengantar dan tujuan surat
Pasal 20 Direktur Jenderal?

(5)
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III. KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT UDARA

Ref. PM
Menhub

No.

PERTANYAAN UTAMA (Protocol
Question/PQ)

PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI

PERTANYAAN UTAMA

STATUS
(C/NC/N
A)

KETERANG
AN

PM
10/2024
Pasal 25

(1)

10.

Apakah Penyelenggara Bandar
Udara menerima dokumen
penanganan pesawat udara dari
Penyelenggara Angkutan Udara?

Periksa:
Dokumen berupa:

pao TR

.0

Note:

Periksa format huruf a, huruf b, dan huruf c
sesuai dengan Lampiran PM 10

formulir Deklarasi Umum (General Declarati
manifes penumpang (passenger manifest);
manifes Kargo (cargo manifest);

salinan surat muatan udara, apabila
manifes Kargo tidak diisi lengkap;

daftar benda Pos;

formulir informasi Kapten Penerbang
(Notification to

Captain/NOTOC), apabila mengangkut
Kargo khusus (special cargo);

formulir deklarasi karantina hewan, ikan,
dan tumbuhan; dan/atau

pemberitahuan pabean kedatangan Pesawat
Udara.
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (21}?\]1;5?\] KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 11. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Prosedur penanganan penumpang dan
Pasal 36 instansi pemerintah di bidang bagasi sesegera mungkin sejak penumpang
Kepabeanan, instansi pemerintah turun dari Pesawat Udara
di bidang Keimigrasian, dan 2. media komunikasi
instansi pemerintah di bidang 3. implementasi lapangan
kekarantinaan untuk
memastikan penanganan
penumpang
dan bagasi sesegera mungkin
sejak penumpang turun dari
Pesawat Udara?
PM 12. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Prosedur penanganan awak pesawat udara
Pasal 37 dengan instansi pemerintah di dan bagasi sesegera mungkin sejak
bidang Kepabeanan, instansi penumpang turun dari Pesawat Udara
pemerintah di bidang 2. media komunikasi
Keimigrasian, dan instansi 3. implementasi lapangan
pemerintah di bidang
kekarantinaan untuk
pemeriksaan awak Pesawat Udara
dan bagasinya sesuai dnegan
ketentuan?
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 13. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Prosedur pemberian izin sementara bagi
Pasal 38 instansi pemerintah di bidang personel pesawat udara asing dalam hal
Keimigrasian dan Penyelenggara pesawat udara tidak dapat melanjutkan
Angkutan Udara dalam perjalanan karena alasan teknis
pemberian izin sementara bagi 2. media komunikasi
personel pesawat udara asing 3. implementasi lapangan
dalam hal pesawat udara tidak
dapat melanjutkan perjalanan
karena alasan teknis?
PM 14. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara memberikan bantuan Ketersediaan kelengkapan medis dan kelengkapan
Pasal 43 prioritas kepada penumpang tambahan lainnya
(3) kepada penumpang dengan

kebutuhan medis, anak-anak
tanpa pendamping dan para
penyandang disabilitas yang
melakukan perjalanan akibat
keadaan kahar?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (:?ZT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 15. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Layout pada prosedur FAL Bandar Udara
Pasal 48 instansi di bidang Keimigrasian 2. prosedur FAL Bandar Udara terkait pengatu
(2) untuk membuat jalur tambahan jalur tambahan
atau pengaturan kedatangan 3. implementasi lapangan pada saat peak
penumpang apabila terdapat hours atau clash handling
penumpukan penumpang di luar
kondisi normal?
PM 16. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara menyediakan area klaim 1. Ketersediaan conveyor belt
Pasal 49 bagasi yang cukup guna 2. Layout pada prosedur FAL Bandar Udara

(1)

kemudahan identifikasi dan
kecepatan pengambilan bagasi
penumpang?

3. implementasi lapangan pada saat peak
hours atau clash handling
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EZT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 17. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara memasang sistem 1. Ketersediaan conveyor belt
Pasal 49 pengantaran bagasi mekanis 2. Layout pada prosedur FAL Bandar Udara
(2) (Baggage Conveyor belt/Baggage 3. implementasi lapangan pada saat peak hour
Handling System) di Bandar atau clash handling
Udara Internasional, untuk
memfasilitasi pergerakan bagasi
penumpang?
PM 18. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara menyediakan alat angkut Ketersediaan alat angkut bagasi (trolley) dari area
Pasal 49 bagasi (trolley) dari area pengambilan bagasi
(3) pengambilan bagasi ke tempat

terdekat tersedianya transportasi
darat dari Bandar Udara atau
antar terminal?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EIT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 19. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan Media komunikasi
Pasal 52 Pejabat pada instansi pemerintah
(1) di bidang Kepabeanan dalam
pemeriksaan dokumen dan/atau
barang pada saat keberangkatan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di bidang Kepabeanan?
PM 20. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara berkoordinasi dengan
Pasal 53 instansi pemerintah di bidang
(1) Keimigrasian dalam pemeriksaan

Dokumen Perjalanan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
Keimigrasian?
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V. FASILITAS DAN PELAYANAN FAL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL

Ref. PM
Menhub

No.

PERTANYAAN UTAMA (Protocol
Question/PQ)

PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI

PERTANYAAN UTAMA

STATUS
(C/NC/N
A)

KETERANG
AN

PM
10/2024
Pasal 73

(1) a.

21.

Apakah Penyelenggara Bandar
Udara menyediakan  fasilitas
fungsi Kepabeanan?

Periksa:

1.

4.

area dan/atau ruangan untuk menjalankan
fungsi pengawasan dan pemeriksaan
terletak di dalam terminal;

. area dan/atau ruangan untuk menjalankan

fungsi tindak lanjut pengawasan dan
pemeriksaan serta administrasi terletak di
luar terminal,

. area dan/atau ruangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran PM 10 tahun
2024; dan

fasilitas pendukung berupa pasokan sumer
daya listrik dan jaringan koneksi internet.

PM
10/2024
Pasal 73

(1) b.

22.

Apakah Penyelenggara Bandar
Udara menyediakan  fasilitas
fungsi Keimigrasian?

Periksa:

1.

area dan/atau ruangan untuk menjalankan
fungsi pengawasan dan pemeriksaan
terletak di dalam terminal;

. area dan/atau ruangan untuk menjalankan

fungsi tindak lanjut pengawasan dan
pemeriksaan serta administrasi terletak di
luar terminal;

. area dan/atau ruangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran PM 10 tahun
2024; dan

. fasilitas pendukung berupa pasokan sumer

daya listrik dan jaringan koneksi internet.




-37-

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EZT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 23. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan  fasilitas 1. area dan/atau ruangan untuk menjalankan
Pasal 73 fungsi Kekarantinaan Kesehatan? fungsi pengawasan dan pemeriksaan
(1) c. terletak di dalam terminal;
2. area dan/atau ruangan untuk menjalankan
fungsi tindak lanjut pengawasan dan
pemeriksaan serta administrasi terletak di
luar terminal;
3. area dan/atau ruangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran PM 10 tahun
2024; dan
4. fasilitas pendukung berupa pasokan sumer
daya listrik dan jaringan koneksi internet.
PM 24. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara  berkoordinasi  dengan
Pasal 75 instasi di Bandar Udara untuk
(2) bertukar informasi operasional
secara berkala dan berupaya
menerapkan
proses penanganan penumpang
secara efisien?
PM 25. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara memasang penunjuk arah | Ketersediaan penunjuk arah (wayfinding)
Pasal 75 (wayfinding) sesuai dengan
(3) ketentuan peraturan perundang-

undangan?
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 26. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara memasang rambu (signage) | Ketersediaan rambu (signage)
Pasal 75 sesuai dengan ketentuan
(3) peraturan perundang-undangan?
PM 27. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara menginformasikan kepada
Pasal 75 penumpang terkait sanksi atas
(3) pelanggaran ketentuan
kedatangan dan keberangkatan
serta usaha mengimpor atau
mengekspor barang terlarang atau
terbatas dengan media berupa
rambu (signage), leaflet, video,
audio, media internet atau media
lain?
PM 28. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara memasang sistem Ketersediaan sistem informasi penerbangan (flight
Pasal 75 informasi penerbangan (flight | information system) yang mampu memberikan
(5) information system) yang mampu | informasi akurat, terkini (up to date)

memberikan informasi akurat,
terkini (up to date) dan memadai
terkait kedatangan,
keberangkatan,

penundaan dan pembatalan, pada
gate atau terminal di Bandar
Udara Internasional?




-39-

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EZT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 29. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan area parkir | Ketersediaan area parkir serta fasilitas pelayanan
Pasal 76 serta fasilitas pelayanan yang|yang memadai guna mempercepat proses
memadai guna mempercepat | clearance penyelesaian dan pengoperasian
proses clearance penyelesaian dan | Pesawat Udara di tempat parkir Pesawat Udara,
pengoperasian Pesawat Udara di | serta mengurangi waktu tunggu Pesawat Udara di
tempat parkir Pesawat Udara, | darat (ground stop time)
serta mengurangi waktu tunggu
Pesawat Udara di darat (ground
stop time)?
PM 30. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan transportasi | Ketersediaan transportasi antar gedung terminal
Pasal 77 antar gedung terminal Bandar | Bandar Udara selama jam operasional
(1) Udara selama jam operasional Bandar Udara
Bandar Udara?
PM 31. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara membuat pengaturan jalur 1. prosedur jalur keberangkatan penumpang
Pasal 77 keberangkatan penumpang dan dan Personel Pesawat Udara
(2) Personel Pesawat Udara dengan 2. implementasi operasional

berkoordinasi
terkait?

dengan instansi
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 32. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara membuat pengaturan jalur 1. prosedur jalur kedatangan penumpang dan
Pasal 77 kedatangan penumpang dan Personel Pesawat Udara
3) Personel Pesawat Udara dengan 2. implementasi operasional
berkoordinasi dengan instansi
terkait?
PM 33. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan area klaim | Ketersediaan area klaim bagasi
Pasal 78 b. bagasi yang memadai untuk
memudahkan identifikasi dan
mempercepat pengambilan bagasi
penumpang?
PM 34. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan alat angkut | Ketersediaan alat angkut bagasi (trolly) dari area
Pasal 78 c. bagasi (trolly) dari area | pengambilan bagasi ke tempat perpindahan intra

pengambilan bagasi ke tempat
perpindahan intra dan antarmoda
transportasi dari Bandar Udara
atau antar Terminal?

dan antarmoda transportasi dari Bandar Udara
atau antar
Terminal
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 35. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara  berkoordinasi dengan 1. ketersediaan konter penanganan
Pasal 79 Penyelenggara Angkutan Udara transit/transfer
(2) untuk menyediakan konter 2. pada saat peak hours atau clash handling
penanganan transit/transfer di
area transit langsung yang
disesuaikan dengan kepadatan | note:
lalu lintas Penerbangan? 1. not comply jika antrian menganggu
operasional penerbangan lainnya
PM 36. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan  fasilitas | Ketersediaan fasilitas penyimpanan lost and found
Pasal 80 penyimpanan lost and found agar
(1) dapat tetap tersimpan hingga
diidentifikasi, dikirimkan, diambil,
atau dipindahkan oleh
penyelenggara angkutan udara
sesuai ketentuan?
PM 37. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara memastikan fasilitas | Implementasi area terminal pada saat peak hours
Pasal 80 terminal dirancang, dikelola dan | dan clash handling
(4) diatur sedemikian rupa untuk

menghindari adanya hambatan
terhadap arus penumpang masuk
dan keluar?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EZT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 38. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara mengatur penempatan 1. Ketersediaan area konsensioner
Pasal 80 konsesioner pada area yang tidak 2. Implementasi operasional pada saat peak
(5) menghambat arus penumpang? hours dan clash handling
PM 39. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara melakukan pengaturan 1. Prosedur penanganan Kargo dan Pos dari
Pasal 81 alur penanganan Kargo dan Pos dan ke Pesawat Udara
(1) a. dari dan ke Pesawat Udara? 2. Alur penanganan Kargo dan Pos dari dan ke
Pesawat Udara
PM 40. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara memastikan terminal Kargo 1. Prosedur penanganan Kargo dan Pos dari
Pasal 81 dan akses sisi darat dirancang dan dan ke Pesawat Udara
(1) b. dioperasikan untuk memberikan 2. Implementasi penanganan Kargo dan Pos
akses yang efisien? dari dan ke Pesawat Udara pada saat
PM Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan fasilitas yang 1. Prosedur penanganan Kargo dan Pos dari
Pasal 81 sesuai untuk pemrosesan dan dan ke Pesawat Udara
(2)b penyimpanan kiriman Pos yang 2. Fasilitas pemrosesan dan penyimpanan

efisien, aman dan nyaman di
Bandar Udara Internasional
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

kiriman Pos
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (:?:T/?\IT(};?\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 41. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan fasilitas dan | Fasilitas pelayanan untuk vaksinasi atau
Pasal 82 pelayanan untuk vaksinasi atau | vaksinasi ulang, dan pemberian sertifikat
(2) a. vaksinasi ulang, dan pemberian | vaksinasi
sertifikat vaksinasi, di Bandar
Udara Internasional atau di area
sekitar Bandar Udara
Internasional berkoordinasi
dengan instansi pemerintah di
bidang kekarantinaan kesehatan?
PM 42. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan akses menuju | Ketersediaan fasilitas administrasi kesehatan
Pasal 82 fasilitas administrasi kesehatan masyarakat, dan kekarantinaan hewan, ikan, dan
(2) b. masyarakat, dan kekarantinaan | tumbuhan yang diberlakukan untuk Pesawat

hewan, ikan, dan tumbuhan yang
diberlakukan untuk  Pesawat
Udara, Personel Pesawat Udara,
penumpang, bagasi, Kargo, Pos
dan Barang Persediaan Pesawat
Udara?

Udara, Personel Pesawat Udara, penumpang,
bagasi, Kargo, Pos dan Barang Persediaan Pesawat
Udara
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (:?ZT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 43. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan fasilitas dan | Fasilitas pelayanan untuk pemberian tempat
Pasal 82 pelayanan  untuk  pemberian | pemeriksaan fisik media pembawa HPHK, HPIK,
(2) c. tempat pemeriksaan fisik media | atau OPTK
pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK
menyesuaikan dengan
ketersediaan area dan/atau
ruangan di Bandar Udara
PM 44. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara  berkoordinasi dengan | Prosedur komunikasi Penyelenggara Bandar
Pasal 83 Penyelenggara Angkutan Udara | Udara dengan Penyelenggara Angkutan Udara
(1) a. untuk memastikan Penumpang, | dalam hal memastikan Penumpang, Personel
Personel Pesawat Udara, hewan, | Pesawat Udara, hewan, ikan,
ikan, dan tumbuhan yang |dan tumbuhan yang diangkut bebas dari bahaya
diangkut bebas dari bahaya |infeksi dan serangga pembawa penyakit pada saat
infeksi dan serangga pembawa | transit
penyakit pada saat transit?
PM 45. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan  fasilitas | fasilitas pemindahan penumpang, Personel
Pasal 83 pemindahan penumpang, Pesawat Udara, hewan, ikan, dan tumbuhan yang
(1) b. Personel Pesawat Udara, hewan, | diangkut ke terminal atau Bandar Udara lain

ikan, dan tumbuhan yang
diangkut ke terminal atau Bandar
Udara lain terdekat tanpa adanya
gangguan penyakit

terdekat tanpa adanya gangguan penyakit
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (:?IT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 46. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara harus membuat sistem 1. Ketersediaan area Bandar Udara
Pasal 83 yang efisien, sehat dan aman di pembuangan sampah, limbah dan bahan
(3) Bandar Udara Internasional, lain yang membahayakan kesehatan orang,
untuk pembuangan sampah, hewan, ikan, dan tumbuhan
limbah dan bahan lain yang 2. Implementasi operasional
membahayakan kesehatan orang,
hewan, ikan, dan tumbuhan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
PM 47. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara harus memastikan Ketersediaan fasilitas Pertolongan Pertama Pada
Pasal 83 terpeliharanya fasilitas Kecelakaan (PPPK) di Bandar Udara Internasional
(4) Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (PPPK) di Bandar
Udara Internasional?
PM 48. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara memberikan pelayanan ketersediaan pelayanan tambahan (enhanced)
Pasal 84 tambahan (enhanced) kepada kepada penumpang atau pihak lain
(3) penumpang atau pihak lain

dengan atau tanpa biaya
tambahan?
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 49. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara menyediakan fasilitas Ketersediaan menyediakan fasilitas resmi
Pasal 86 c. resmi penukaran mata uang penukaran mata uang
asing di terminal kedatangan dan | asing di terminal kedatangan dan keberangkatan
keberangkatan Bandar Bandar Udara Internasional
Udara Internasional
VI. KETENTUAN FASILITASI DALAM KEADAAN TERTENTU
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (2’5?\1’1(‘:[;?\1 KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 50. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur Kepentingan tertentu dalam rangka kepentingan:
Pasal 93 pemberian izin masuk sementara a. pencarian dan pertolongan (search and

kepada petugas yang berasal dari
luar negeri yang dibutuhkan
dalam rangka kepentingan
tertentu

rescue) Pesawat Udara yang mengalami
kecelakaan;
b. investigasi kecelakaan Pesawat Udara; dan
c. perbaikan atau pemindahan Pesawat Udara
yang mengalami kecelakaan.
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM S51. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara menyediakan fasilitas yang 1. Ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan
Pasal 99 dibutuhkan oleh Penyandang oleh Penyandang Disabilitas dan
(1), Pasal Disabilitas dan penumpang penumpang berkebutuhan khusus, terdiri
100 berkebutuhan khusus? atas:
a. Lift dan perangkat lain
b. titik penjemputan dan penurunan bagi
Penyandang Disabilitas di gedung
terminal
c. akses pergerakan di dalam Bandar
Udara yang bebas hambatan dan
mudah diakses
2. Apakah Penyelenggara Bandar Udara
memberikan bantuan khusus kepada
Penyandang Disabilitas dan penumpang
berkebutuhan khusus?
PM 52. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara memiliki standar 1. Ketersediaan standar pelayanan/operasi
Pasal 99 pelayanan/operasi minimum bagi minimum bagi Penyandang Disabilitas dan
(2) Penyandang Disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus

penumpang berkebutuhan
khusus

2. Ketersediaan media publikasi standar
pelayanan/operasi minimum bagi
Penyandang Disabilitas dan penumpang
berkebutuhan khusus




VII. PENDANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN FAL
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dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang
memadai serta kebutuhan lain di bidang FAL

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (iq}ANE[j?V KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 53. | Apakah Penyelenggara Bandar Periksa:
10/2024 Udara menyediakan pendanaan Dokumen Perencanaan dan penyediaan pendanaan
BAB XII penyelenggaraan FAL sesuai penyelenggaraan FAL digunakan untuk kebutuhan
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B. PENGAWASAN FAL PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA

Nama Penyelenggara Tanggal :
Angkutan Udara
Jenis Pelayanan | (Angkutan Penumpang/Barang/Kargo Internasional)
Penyelenggara Angkutan
Udara
Lokasi Penyelenggara Pukul
Angkutan Udara
I.  PROSEDUR FAL
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 1. | Apakah Penyelenggara Angkutan Periksa:
10/2024 Udara mendukung Program FAL Apakah ketentuan internal Penyelenggara Angkutan
Pasal 9 (a) Nasional dan Prosedur FAL Bandar | Udara telah disesuaikan dengan:
Udara? 1. Prosedur FAL Nasional;
2. Prosedur FAL Bandar Udara.
PM 2. | Apakah Penyelenggara Angkutan Periksa:
10/2024 Udara (Penumpang/barang/Kargo | Prosedur operator Pesawat Udara, meliputi:
Pasal 9 (c) Internasional) melaksanakan 1. Penanganan penumpang sejak checkin
penyelenggaraan angkutan sampai naik ke pesawat udara; dan
penumpang, barang dan Kargo 2. Penanganan barang dan kargo.
penerbangan internasional sesuai
prosedur operator Pesawat Udara?




II.

OPERASIONAL PENERBANGAN
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (iq}ANE[jSN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 3. | Apakah kegiatan operasional Periksa:
10/2024 penerbangan Penyelenggara Operasional di lapangan, jika terjadi hambatan
Pasal 9 (d) Angkutan Udara sesuai untuk dapat dicatat
dengan Program FAL Nasional,
PM 4. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menginformasikan kepada 1. Prosedur operator Pesawat Udara yang
Pasal 9 (e), penumpang tentang persyaratan mengacu pada Program FAL Nasional;

Pasal 23 dan prosedur Kepabeanan, 2. Pemenuhan persyaratan dan prosedur
Keimigrasian dan kekarantinaan Kepabeanan, Keimigrasian dan
serta persyaratan khusus dari kekarantinaan pada Aplikasi atau Website
negara yang akan terkait; (periksa ketentuan CIQ yang berlaku)
dikunjungi atau transit? 3. Mekanisme airlines Informasi tentang

persyaratan dan prosedur Kepabeanan,
Keimigrasian dan kekarantinaan serta
persyaratan khusus dari negara yang akan
dikunjungi atau transit (sosialisasi, website,
atau mekanisme lain)
PM 5. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa :
10/2024 Udara memastikan penumpang | Prosedur checkin (lapor diri penumpang) airlines
Pasal 9 (f) memiliki Dokumen Perjalanan (atau pihak yang mendapatkan pendelegasian)

dan persyaratan perjalanan
lainnya, serta persyaratan

khusus yang diperlukan pada saat
keberangkatan?

sekurang-kurangnya memuat antara lain:
1. Cek passport dan visa;
2. persyaratan khusus dari negara yang akan
dikunjungi atau transit.
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANEU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 6. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur 1. prosedur pemulangan penumpang yang tidak
Pasal 9 (g) pemulangan penumpang yang memenuhi Dokumen Perjalanan dan
tidak memenuhi Dokumen persyaratan  perjalanan  lainnya, serta
Perjalanan dan persyaratan persyaratan khusus yang diperlukan pada
perjalanan lainnya, serta saat keberangkatan;
persyaratan khusus yang 2. Program Keamanan Angkutan Udara atau
diperlukan pada saat Prosedur Keamanan Lokal.
keberangkatan?
PM 7. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur penanganan kedatangan penumpang dan
Pasal 9 (h) penanganan  penumpang  dan | Personel Pesawat Udara.
Personel Pesawat Udara setelah
turun dari Pesawat  Udara
mengikuti prosedur pemeriksaan
Kepabeanan, Keimigrasian, dan
Kekarantinaan?
PM 8. |Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan bantuan yang 1. Prosedur penanganan kedatangan
Pasal 9 (i) memadai untuk penumpang penumpang dengan kebutuhan khusus, anak

dengan kebutuhan khusus, anak di
bawah umur dan penumpang
dengan keterbatasan gerak

di bawah umur dan penumpang dengan
keterbatasan gerak.
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
2. Fasilitas bantuan meliputi:
a. Kursiroda;
b. Personel pendamping.
PM 9. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara  menghadiri  pertemuan | Bukti kehadiran
Pasal 9 (j) Komite Nasional FAL dan Komite
FAL Bandar Udara?
[II. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PESAWAT UDARA
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ’ Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 6. |Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyerahkan Ketersediaan dokumen Penanganan Pesawat Udara
Pasal 25 dokumen Penanganan Pesawat baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dan

Udara kepada Penyelenggara
Bandar Udara, instansi
pemerintah di bidang
Keimigrasian, Kepabeanan,
Kekarantinaan Kesehatan, dan
Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan?

telah dicatat dalam formulir Deklarasi Umum
(General Declaration) berupa:

formulir Deklarasi Umum (General Declaration)
manifes penumpang (passenger manifest);
manifes Kargo (cargo manifest);

salinan surat muatan udara, apabila manifes
Kargo tidak diisi lengkap;

PN




-53-

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
5. daftar benda Pos;
6. formulir  informasi Kapten Penerbang
(Notification to Captain/NOTOC), apabila
mengangkut Kargo khusus (special cargo);
7. formulir deklarasi karantina hewan, ikan, dan
tumbuhan; dan/atau
8. pemberitahuan pabean kedatangan Pesawat
Udara
PM 7. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menggunakan format | a. formulir Deklarasi Umum (General Declaration);
Pasal 25 formulir Deklarasi Umum (General | b. manifes penumpang (passenger manifest);
(4) Declaration), manifes penumpang | c. manifes Kargo (cargo manifest).
(passenger  manifest), manifes
Kargo (cargo manifest) sesuai | (minimal informasi yang tercantum sama dengan
dengan Lampiran PM 10 Tahun | Lampiran PM 10 Tahun 2024)
20247
PM 8. |Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyediakan Dokumen | dokumen kekarantinaan kesehatan untuk Pesawat
Pasal 27 Kekarantinaan Kesehatan untuk | Udara yang datang

Pesawat Udara yang datang sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
Kekarantinaan Kesehatan?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘?ITCU/.?\I KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 9. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyerahkan | Dokumen pemberitahuan kedatangan Pesawat
Pasal 28 pemberitahuan kedatangan | Udara
(1) Pesawat Udara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan?
PM 10. |Jika terdapat perubahan data | Periksa:
10/2024 penumpang baik berupa 1. Prosedur penyampaian perubahan data
Pasal 28 pengurangan maupun penumpang baik berupa pengurangan
(2) penambahan elemen data maupun penambahan elemen data
penumpang, apakah Penyelenggara penumpang
Angkutan Udara menyampaikan 2. Dokumen perubahan data penumpang baik
perubahan dimaksud sesuai berupa pengurangan maupun penambahan
dengan ketentuan peraturan elemen data penumpang
perundang-undangan di bidang
Kepabeanan?
PM 11. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyampaikan data 1. Prosedur penyampaian data penumpang
Pasal 29 penumpang Passenger ~ Name Passenger Name Record (PNR) dan Advance

(1)

Record  (PNR) dan  Advance
Passenger Information (API) melalui
fasilitas Passenger Data Single
Window untuk kepentingan
instansi pemerintah di bidang
Kepabeanan?

Passenger Information (API) melalui fasilitas
Passenger Data Single Window

2. Bukti penyampaian data  penumpang
Passenger Name Record (PNR) dan Advance
Passenger Information (API) melalui fasilitas
Passenger Data Single Window
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANEU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 12. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyampaikan dokumen | Prosedur penyampaian dokumen deklarasi
Pasal 30 deklarasi kesehatan penerbangan | kesehatan penerbangan yang merupakan bagian
yang merupakan bagian dari | dari formulir Deklarasi Umum (General Declaration)
formulir Deklarasi Umum (General | kepada Petugas Karantina Kesehatan
Declaration) kepada Petugas
Karantina Kesehatan?
PM 13. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menurunkan dan | Prosedur menurunkan dan menaikkan orang
Pasal 31 menaikkan orang dan/atau barang | dan/atau barang setelah dilakukan pengawasan
setelah dilakukan pengawasan | Kekarantinaan Kesehatan oleh Petugas Karantina
Kekarantinaan Kesehatan oleh | Kesehatan
Petugas Karantina  Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
Kekarantinaan Kesehatan
PM 14. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur ketika | Prosedur :
Pasal 32 Pesawat Udara berada dalam status | a. datang dari Bandar Udara pada Daerah Terjangkit;
(1) Karantina? b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga

terjangkit; dan/atau
c. terdapat orang dan/atau barang diduga terpapar
didalam Pesawat Udara.
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 15. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur pelaporan | Prosedur pelaporan status karantina kepada
Pasal 32 status karantina kepada pemandu | pemandu lalu lintas penerbangan untuk diteruskan
(2) lalu lintas penerbangan untuk | kepada Petugas Karantina Kesehatan di Bandar
diteruskan kepada Petugas | Udara tujuan
Karantina Kesehatan di Bandar
Udara tujuan
IV.  LANGKAH-LANGKAH KEBERANGKATAN PESAWAT UDARA
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 16. | Apakah Penyelenggara Angkutan Periksa:
10/2024 Udara melengkapi dan Dokumen Keberangkatan Pesawat Udara berupa:
Pasal 33 menyerahkan dokumen 1. formulir Deklarasi Umum (General Declaration)

(1)

Keberangkatan Pesawat Udara
kepada Penyelenggara Bandar
Udara sebelum keberangkatan?

Pesawat Udara;

2. manifes penumpang (passenger manifest);

3. manifes Kargo (cargo manifest);

4. salinan surat muatan udara (apabila manifes
Kargo tidak diisi lengkap); dan/atau

5. daftar benda Pos.
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 17. | Apakah Penyelenggara Angkutan Periksa:
10/2024 Udara menyampaikan dokumen Prosedur penyampaian dokumen sebelum
Pasal 33 Keberangkatan Pesawat Udara keberangkatan
(2) kepada Penyelenggara Bandar berupa:
Udara sebelum keberangkatan? 1. formulir Deklarasi Umum (General Declaration)
Pesawat Udara;
2. manifes penumpang (passenger manifest);
3. manifes Kargo (cargo manifest);
4. salinan surat muatan udara (apabila manifes
Kargo tidak diisi lengkap); dan/atau
5. daftar benda Pos.
PM 18. | Apakah Penyelenggara Angkutan Periksa:
10/2024 Udara mengisi secara lengkap dan | Operasional di lapangan
Pasal 33 menyampaikan dokumen
(3) perjalanan sehingga tidak
mengakibatkan keterlambatan?
PM 19. | Apakah Penyelenggara Angkutan Periksa:
10/2024 Udara menyerahkan dokumen 1. prosedur penyampaian dokumen Manifes
Pasal 33 Manifes Keberangkatan Sarana Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward
(4) Pengangkut (Outward Manifest) Manifest) dan dokumen lain yang
dan dokumen lain yang dipersyaratkan

dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan?

2. dokumen Manifes Keberangkatan Sarana
Pengangkut (Outward Manifest) dan dokumen
lain yang dipersyaratkan
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V. KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 20. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:

10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Prosedur operator Pesawat Udara yang

Pasal 36 Penyelenggara  Bandar  Udara, mengacu pada Program FAL Nasional;
instansi pemerintah di bidang 2. Pemenuhan persyaratan dan prosedur
Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kepabeanan, Keimigrasian dan
kekarantinaan untuk memastikan kekarantinaan pada Aplikasi atau Website
penanganan  penumpang dan terkait;
bagasi sesegera mungkin sejak 3. Ketersediaan media komunikasi antara
penumpang turun dari Pesawat Penyelenggara Angkutan Udara dengan
Udara? Instansi dibidang Kepabeanan, Keimigrasian

dan kekarantinaan.
PM 21. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:

10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Prosedur operator Pesawat Udara yang

Pasal 37 Penyelenggara  Bandar Udara, mengacu pada Program FAL Nasional;
instansi pemerintah di bidang 2. Pemenuhan persyaratan dan prosedur
Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kepabeanan, Keimigrasian dan
kekarantinaan untuk kekarantinaan pada Aplikasi Aplikasi atau
memprioritaskan pemeriksaan Website terkait;
awak Pesawat Udara dan 3. Ketersediaan media komunikasi antara
bagasinya? Penyelenggara Angkutan Udara dengan

Instansi dibidang Kepabeanan, Keimigrasian
dan kekarantinaan.
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 22. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Prosedur operator Pesawat Udara yang
Pasal 38 instansi pemerintah di bidang mengacu pada Program FAL Nasional;
Keimigrasian dan Penyelenggara 2. Pemenuhan persyaratan dan prosedur
Bandar Udara untuk pemberian Kepabeanan, Keimigrasian dan
izin sementara bagi Personel kekarantinaan pada Aplikasi atau Website
Pesawat Udara asing dalam hal terkait;
Pesawat @ Udara tidak  dapat 3. Ketersediaan media komunikasi antara
melanjutkan perjalanannya karena Penyelenggara Angkutan Udara dengan
alasan teknis? Instansi dibidang Kepabeanan, Keimigrasian
dan kekarantinaan.
PM 23. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | prosedur penanganan Personel Pesawat Udara,
Pasal 39 penanganan Personel Pesawat | penumpang, dan bagasinya yang transit, sebelum

Udara, penumpang, dan bagasinya
yang transit, sebelum melanjutkan
penerbangan dalam rentang waktu
24 (dua puluh empat) jam diizinkan
tinggal sementara dalam Bandar
Udara

melanjutkan penerbangan dalam rentang waktu 24
(dua puluh empat) jam diizinkan tinggal sementara
dalam Bandar Udara
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 24. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menginformasikan kepada 1. Prosedur penyampaian informasi kepada
Pasal 40 penumpang yang datang untuk penumpang yang datang untuk melengkapi
melengkapi Dokumen Dokumen Kekarantinaan Kesehatan sesuai
Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
dengan ketentuan peraturan undangan di bidang Kekarantinaan
perundang-undangan di bidang Kesehatan;
Kekarantinaan Kesehatan? 2. informasi kepada penumpang yang datang
untuk melengkapi Dokumen Kekarantinaan
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
Kekarantinaan Kesehatan tercantum di
website atau aplikasi airlines;
PM 25. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa
10/2024 Udara melakukan pemeriksaan | Prosedur lapor diri penumpang (check-in)
Pasal 41 Dokumen Perjalanan dan
(1) persyaratan perjalanan lainnya

sesuai ketentuan yang berlaku
pada saat kegiatan lapor diri (check-
in) bagi penumpang yang akan
melakukan perjalanan ke wilayah
Indonesia?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (?:’I/‘ANTCU/.?\I KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 26. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara berhak menolak penumpang | Prosedur penolakan penumpang yang tidak
Pasal 41 yang tidak memiliki Dokumen | memiliki Dokumen Perjalanan dan tidak memenuhi
(2) Perjalanan dan tidak memenuhi | persyaratan perjalanan lainnya, meliputi:
persyaratan perjalanan lainnya? a. visa masuk (dalam hal dipersyaratkan); dan/atau
b. Paspor Republik Indonesia atau Paspor
Kebangsaan
PM 27. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara menyelenggarakan program 1. Laporan pelaksanaan penyelenggaraan
Pasal 42 pelatihan untuk pemeriksaan program pelatihan untuk pemeriksaan
Dokumen Perjalanan? dokumen perjalanan; dan/atau
2. Bukti mengikuti pelatihan untuk
pemeriksaan dokumen perjalanan
PM 27. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan | Prosedur penanganan penumpang akibat keadaan
Pasal 43 instansi pemerintah di bidang | kahar
(1) (2) Keimigrasian dalam penanganan

penumpang akibat Keadaan Kahar
(Force Majeure) yang
mengakibatkan penundaan atau
pembatalan penerbangan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait
perizinan bagi penumpang transit
untuk dapat meninggalkan Bandar
Udara dan mencari penginapan?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (iT)AN’IéU/.?\I KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 28. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memberikan bantuan | Prosedur penanganan penumpang dengan
Pasal 43 prioritas kepada penumpang | kebutuhan medis, anak-anak tanpa pendamping
(3) dengan kebutuhan medis, anak- | dan para Penyandang Disabilitas yang melakukan
anak tanpa pendamping dan para | perjalanan akibat Keadaan Kahar
Penyandang Disabilitas yang
melakukan  perjalanan  akibat
Keadaan Kahar (Force Majeure)?
PM 29. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan 1. Tersedianya Customs Declaration (CD) di atas
Pasal 44 Pejabat pada instansi pemerintah pesawat udara dan/atau barcode Customs
(1) (2) di bidang Kepabeanan terkait Declaration (CD);
penyediaan Customs Declaration 2. Prosedur penyampaian informasi pengisian
(CD) sesuai format sebagaimana Customs Declaration (CD).
diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan
dan menyampaikan informasi
pengisian Customs Declaration (CD)
kepada penumpang dan personel
Pesawat Udara?
M 22. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara bertanggung jawab mengirim 1. Bukti pengiriman bagasi tercatat yang salah
Pasal 45, Bagasi Tercatat yang tidak bersama penanganan
Pasal 46 pemiliknya karena salah 2. Prosedur serah terima, penyimpanan,

penanganan ke lokasi pemiliknya
dalam waktu paling lama 15 (lima
belas) hari setelah kedatangan?

pemindahan, proses pemenuhan kewajiban
kepabeanan, dan proses pemeriksaan
keamanan atau pemeriksaan lainnya
terhadap bagasi tercatat
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
3. Catatan lost and found dalam manifes
4. Ketersediaan tempat penimbunan sementara
PM 23. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara berkoordinasi dengan | Prosedur serah terima bagasi yang tidak diambil
Pasal 47 instansi Kepabeanan saat | (unclaimed baggage) atau Bagasi Tercatat yang tidak
menyerahkan bagasi yang tidak | bersama pemiliknya untuk dilakukan pemeriksaan
dikenal, bagasi yang tidak diambil | instansi Kepabeanan, dan mengantarkan barang
(unclaimed baggage) atau Bagasi | tersebut kepada pemiliknya, setelah dipenuhi
Tercatat yang tidak bersama | kewajiban Kepabeanan
pemiliknya untuk dilakukan
pemeriksaan, dan mengantarkan
barang tersebut kepada
pemiliknya, setelah dipenuhi
kewajiban Kepabeanan?
VI. KEBERANGKATAN PENUMPANG DAN BAGASI
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 24. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur pengangkutan orang sakit
Pasal 50 pengangkutan Orang Sakit?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/'SN KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 25. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur pengangkutan penumpang berangkat yang
Pasal 51 pengangkutan penumpang | membawa barang bawaan atau bagasi berupa Media
berangkat yang membawa barang | Pembawa HPHK, HPIK, atau dan OPTK harus
bawaan atau bagasi berupa Media | melengkapi persyaratan dokumen karantina sesuai
Pembawa HPHK, HPIK, atau dan | dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
OPTK harus melengkapi | di bidang kekarantinaan hewan, ikan, dan
persyaratan dokumen karantina | tumbuhan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di bidang kekarantinaan hewan,
ikan, dan tumbuhan?
PM 26. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara  berkoordinasi dengan | Prosedur penanganan penumpang dan barang pada
Pasal 52 Penyelenggara Bandar Udara dan | saat keberangkatan

Kepabeanan dalam pemeriksaan
dokumen dan/atau barang pada
saat keberangkatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan?
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Kargo dan barang lainnya hanya
terbatas untuk instansi terkait?

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘AN’EU/.?\I KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 27. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara  berkoordinasi dengan | Prosedur lapor diri penumpang (check-in) pada saat
Pasal 53 instansi pemerintah di bidang | personel melakukan evaluasi dokumen perjalanan
Keimigrasian dalam pemeriksaan
Dokumen
Perjalanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Keimigrasian
VII. KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KARGO DAN BARANG LAINNYA
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 28. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memastikan seluruh Kargo | Prosedur pengangkutan Kargo dan barang lainnya
Pasal 54 (1) dan barang lainnya memiliki
dokumen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan?
PM 29. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memastikan informasi yang | Prosedur pengangkutan Kargo dan barang lainnya
Pasal 54 (2) tercantum di dalam dokumen
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (23%%1;?\1 KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 30. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur perbaikan data dokumen kargo dan barang
Pasal 54 (3) perbaikan data dokumen Kargo | lainnya
dan barang lainnya?
PM 31. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara  berkoordinasi dengan | Prosedur penanganan kargo dan barang lainnya
Pasal 55 (1) instansi Kepabeanan untuk
memastikan Kargo dan barang
lainnya dilakukan penanganan
dan pemberian izin (clearance of
goods) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di bidang Kepabeanan?
PM 32. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara  berkoordinasi dengan 1. Prosedur penanganan kargo dan barang
Pasal 55 (4) instansi Karantina Hewan, Ikan, lainnya
(5) dan Tumbuhan untuk 2. Laporan ketika terjadi ketidaksesuaian data

memastikan Kargo dan barang
lainnya dilakukan penanganan
dan memenuhi persyaratan serta
diberikan izin masuk (clearance of
goods) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di bidang karantina hewan, ikan,
dan tumbuhan sebelum
dilakukan pemeriksaan
Kepabeanan?

kargo dan barang lainnya
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (2'5?\1%1;?\1 KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 33. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara Asing diizinkan melakukan 1. Izin melakukan penjualan atau penggunaan
Pasal 56 (1) penjualan atau  penggunaan Barang Persediaan PesawatUdara dan
Barang Persediaan PesawatUdara persediaan komisari (commissary supplies) di
dan persediaan komisari atas Pesawat Udara tanpa pembayaran Bea
(commissary supplies) di atas Masuk dan pajak lain, dalam hal:
Pesawat Udara tanpa pembayaran a. mendarat di dua atau lebih Bandar Udara
Bea Masuk dan Internasional di dalam wilayah Republik
pajak lain untuk Pesawat Udara Indonesia tanpa pendaratan perantara di
melayani penerbangan wilayah negara lain; dan
internasional b. tidak mengangkut penumpang domestik
PM 34. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara Asing dalam mengelola | Prosedur pengelolaan persediaan barang sekali
Pasal 56 (2) persediaan barang sekali pakai | pakai atau dimaksudkan untuk digunakan berulang

atau dimaksudkan untuk
digunakan berulang kali, yang
digunakan oleh Perusahaan
Angkutan Udara Asing untuk
keperluan perbekalan pelayanan
selama penerbangan, khususnya
katering, dan kenyamanan

Penumpang

kali, yang digunakan oleh Perusahaan Angkutan
Udara Asing untuk keperluan perbekalan pelayanan
selama penerbangan, khususnya katering, dan
kenyamanan
penumpang
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (23?\]'2;?\1 KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 35. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara Asing memiliki prosedur | prosedur untuk penggunaan kontainer dan palet ke
Pasal 57 untuk penggunaan kontainer dan | dalam kompartemen Pesawat Udara yang akan
palet ke dalam kompartemen |digunakan untuk penerbangan internasional
Pesawat Udara yang akan
digunakan untuk penerbangan
internasional?
PM 36. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara melakukan penanganan, | Prosedur penanganan barang dan pos
Pasal 58 pengangkutan dan pemenuhan
clearance terhadap barang Pos
serta memenuhi prosedur sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan?
PM 37. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur pengangkutan bahan radioaktif untuk
Pasal 59, pengangkutan bahan radioaktif | keperluan medis
Pasal 60 untuk keperluan medis?
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vil. ~PENUMPANG YANG TIDAK DIIZINKAN MASUK (INADMISSIBLE PERSONS)
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 32. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur terkait | Prosedur penanganan penumpang yang melanggar
Pasal 61(1) penumpang yang tidak diizinkan | ketentuan keimigrasian
masuk (inadmissible persons)
untuk ditangani sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan?
PM 33. |Apa  yang dilakukan oleh | Periksa:
10/2024 Penyelenggara Angkutan Udara | Prosedur penanganan penumpang yang melanggar
Pasal 61 (2) bila mendapatkan pemberitahuan | ketentuan keimigrasian
dari instansi Keimigrasian terkait
adanya penumpang yang menolak
proses pemulangan?
PM 34. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara mempersiapkan  biaya | Prosedur penanganan penumpang yang melanggar
Pasal 62 penahanan, kebutuhan | ketentuan keimigrasian
penumpang, pemulangan yang
Dokumen Perjalanannya
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.?\I KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
bermasalah, sejak saat
penumpang tersebut dinyatakan
tidak diizinkan masuk sampai
dengan dikeluarkan dari
Indonesia?
PM 35. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur terkait | Prosedur penanganan penumpang yang melanggar
Pasal 63, penumpang yang tidak diizinkan | ketentuan keimigrasian
Pasal 64 masuk (inadmissible persons)?
IX. PENUMPANG YANG DIDEPORTASI (DEPORTEE)
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 36. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki mekanisme | Prosedur penanganan penumpang yang melanggar
Pasal 67, penerimaan informasi dan | ketentuan keimigrasian
Pasal 70 prosedur penanganan Penumpang
yang Dideportasi (Deportee)?
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 37. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:

10/2024 Udara memiliki prosedur untuk | Prosedur penanganan penumpang yang melanggar

Pasal 69, memastikan bahwa pendamping | ketentuan keimigrasian
tersebut akan selalu berada di
dekat Penumpang yang
Dideportasi (Deportee) baik
dewasa dan anak di bawah umur
yang perlu pendampingan
(unaccompanied minor) hingga
negara tujuan?

X.  FASILITAS DAN PELAYANAN FAL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 38. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur untuk | Prosedur penyampaian informasi layanan, jadwal
Pasal 75 (6) menyampaikan informasi | dan rencana penerbangan di Bandar Udara sebagai

layanan, jadwal dan rencana |bahan perencanaan pengoperasian fasilitas dan
penerbangan di Bandar Udara | pelayanan penumpang
sebagai bahan perencanaan
pengoperasian fasilitas dan

pelayanan penumpang
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 39. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur 1. Prosedur pengisian bahan bakar Pesawat
Pasal 79 (1) pengisian bahan bakar Pesawat Udara selama penumpang berada di dalam
Udara selama penumpang berada Pesawat Udara serta pada saat menaikkan dan
di dalam Pesawat Udara serta menurunkan penumpang dengan
pada saat menaikkan dan memperhatikan langkah-langkah keamanan
menurunkan penumpang dengan dan keselamatan pada saat transit selama
memperhatikan langkah-langkah penumpang berada di dalam pesawat
keamanan dan keselamatan pada 2. Kesesuaian implementasi lapangan
saat transit?
PM 40. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memastikan terminal Kargo 1. Prosedur pemrosesan dan penyimpanan Kargo
Pasal 81 dirancang untuk memfasilitasi 2. Implementasi lapangan
(2a) pemrosesan dan penyimpanan

Kargo yang higienis, efisien, aman
dan nyaman sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 41. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur penanganan Penumpang, Personel Pesawat
Pasal 83 (1) penanganan Penumpang, | Udara, hewan, ikan, dan tumbuhan yang diangkut
a. Personel Pesawat Udara, hewan, | bebas dari bahaya infeksi dan serangga pembawa
ikan, dan tumbuhan yang | penyakit pada saat transit
diangkut bebas dari bahaya
infeksi dan serangga pembawa | Note:
penyakit pada saat transit? Ref. Ketentuan Badan Karantina Indonesia
PM 42. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki fasilitas 1. Fasilitas pemindahan penumpang, Personel
Pasal 83 (1) pemindahan penumpang, Pesawat Udara, hewan, ikan, dan tumbuhan
b Personel Pesawat Udara, hewan, yang diangkut ke terminal atau Bandar Udara
ikan, dan tumbuhan yang lain
diangkut ke terminal atau Bandar
Udara lain terdekat tanpa adanya | Note:
gangguan penyakit? 1. Ref. Ketentuan Badan Karantina Indonesia
PM 43. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur penanganan dan pendistribusian produk
Pasal 83 (2) penanganan dan pendistribusian | konsumsi berupa makanan, minuman dan suplai air
produk konsumsi berupa | di dalam Pesawat Udara atau di dalam Bandar Udara

makanan, minuman dan suplai
air di dalam Pesawat Udara atau
di dalam Bandar Udara
Internasional  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan?

Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.SN KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
PM 44. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki sistem yang 1. Prosedur penanganan pembuangan sampabh,
Pasal 83 (3) efisien, sehat dan aman di Bandar limbah dan bahan lain yang membahayakan
Udara Internasional, untuk kesehatan orang, hewan, ikan, dan tumbuhan
pembuangan sampah, limbah dan 2. Implementasi lapangan
bahan lain yang
membahayakan kesehatan orang,
hewan, ikan, dan tumbuhan
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan?
PM 45. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki pelayanan | Implementasi lapangan
Pasal 84 (3) tambahan (enhanced) kepada
4) penumpang atau pihak lain
dengan
atau tanpa biaya tambahan
PM 46. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | prosedur pencegahan tindakan penumpang yang
Pasal 85 (1) pencegahan tindakan penumpang | tidak patuh (unruly passenger) cara meningkatkan

yang tidak patuh

(unruly passenger) cara
meningkatkan kesadaran
penumpang atas konsekuensi

hukum dari tindakan yang tidak

kesadaran penumpang atas konsekuensi hukum
dari tindakan yang tidak patuh dan mengganggu
fasilitas penerbangan dan selama penerbangan
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANEU/.SN KETERAN
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) GAN
patuh dan mengganggu fasilitas
penerbangan dan selama
Penerbangan
PM 47. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur pelatihan bagi personel dalam penanganan
Pasal 85 (3) pelatihan bagi personel dalam | penumpang untuk dapat mengidentifikasi dan
penanganan penumpang untuk | menangani penumpang yang tidak patuh (unruly
dapat mengidentifikasi dan | passenger) sesuai ketentuan peraturan perundang-
menangani penumpang yang tidak | undangan
patuh (unruly passenger) sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan?
XI. PENDARATAN DARURAT DI LUAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANGA
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
PM 48. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara Asing memiliki prosedur | Prosedur ketika Kapten Penerbang Pesawat Udara
Pasal 91 (1) ketika Kapten Penerbang | tidak dapat mengendalikan Pesawat Udara, Kapten
(3) Pesawat Udara tidak dapat |Penerbang atau Personel Pesawat Udara senior

mengendalikan Pesawat Udara,
harus menyampaikan penyebab
pendaratan  darurat kepada
instansi pemerintah di bidang
Kepabeanan, Keimigrasian, dan

harus menyampaikan penyebab pendaratan darurat
oleh kepada instansi pemerintah di bidang
Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan
sesegera mungkin
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EZT/?\I’I(‘)L;?\I KETERANGA
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
kekarantinaan sesegera
mungkin?
PM 49. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur bila | Prosedur bila mengalami pendaratan darurat dan
Pasal 92 (1) mengalami pendaratan darurat | tidak dapat melanjutkan penerbangan dengan
(3) dan tidak dapat melanjutkan | segera
penerbangan dengan segera?
XII. PENERAPAN PERATURAN KESEHATAN INTERNASIONAL DAN KETENTUAN YANG TERKAIT
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANGA
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
PM 50. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara  Asing ke  wilayah | Prosedur untuk memastikan vaksinasi yang
Pasal 97 (1) Indonesia memiliki prosedur | diberikan kepada penumpang disertai sertifikat
(2) untuk memastikan vaksinasi | sebagai pemenuhan ketentuan peraturan
yang diberikan kepada | perundang-undangan di bidang Kekarantinaan
penumpang disertai sertifikat | Kesehatan

sebagai pemenuhan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di bidang Kekarantinaan
Kesehatan?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (EZT/?\I’I(‘)L;?\I KETERANGA
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
PM 51. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur dalam | Prosedur pemberian informasi kepada penumpang
Pasal 97 (3) memberikan informasi kepada | sebelum keberangkatan tentang persyaratan
penumpang sebelum | vaksinasi di negara tujuan tertentu dan model
keberangkatan tentang | sertifikat vaksinasi internasional sesuai dengan
persyaratan vaksinasi di negara | ketentuan peraturan perundang undangan di bidang
tujuan tertentu dan model | Kekarantinaan Kesehatan
sertifikat vaksinasi internasional
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan
di bidang Kekarantinaan
Kesehatan?
PM 52. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur | Prosedur pelaporan ketika ada penumpang dengan
Pasal 97 (4) pelaporan ketika ada penumpang | dugaan penyakit menular kepada Penyelenggara
dengan dugaan penyakit | Bandar Udara melalui pemandu lalu lintas
menular kepada Penyelenggara | penerbangan
Bandar Udara melalui pemandu
lalu lintas penerbangan?
PM 53. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur dalam | Prosedur penyampaian informasi kepada instansi
Pasal 97 (6) menyampaikan informasi kepada | kekarantinaan kesehatan mengenai  jadwal

instansi kekarantinaan
kesehatan mengenai jadwal
perjalanan penumpang dan/atau
Personel Pesawat Udara dan
informasi kontak penumpang

perjalanan penumpang dan/atau Personel Pesawat
Udara dan informasi kontak penumpang untuk
pelacakan kontak penyakit menular sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Kekarantinaan Kesehatan
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (?3’5?\1’2;?\1 KETERANGA
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
untuk pelacakan kontak
penyakit menular sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang
Kekarantinaan Kesehatan?
XII.  FASILITASI UNTUK PENGANGKUTAN PENYANDANG DISABILITAS DAN PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANGA
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
PM 54. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur dalam 1. Prosedur dalam menyediakan fasilitas dan
Pasal 99 menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sama yang dibutuhkan oleh
(1a) (1b) pelayanan yang sama yang Penyandang Disabilitas dan penumpang
dibutuhkan oleh Penyandang berkebutuhan khusus?
Disabilitas dan  penumpang 2. Ketersediaan fasilitas pada GH
berkebutuhan khusus?
PM 55. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur dalam 1. Prosedur dalam memberikan bantuan khusus,
Pasal 99 (2) memberikan bantuan khusus, menyediakan akses, menyusun dan
menyediakan akses, menyusun mempublikasikan standar pelayanan/operasi
dan mempublikasikan standar minimum kepada Penyandang Disabilitas dan
pelayanan/operasi minimum penumpang berkebutuhan khusus
kepada Penyandang Disabilitas 2. Ketersediaan fasilitas pada GH
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (2’51;%[;?\1 KETERANGA
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) N
dan penumpang berkebutuhan
khusus?
PM 56. | Apakah Penyelenggara Angkutan | Periksa:
10/2024 Udara memiliki prosedur dalam 1. Prosedur dalam menyediakan fasilitas dan
Pasal 100 menyediakan fasilitas dan pelayanan yang setara kepada Penyandang

pelayanan yang setara kepada
Penyandang Disabilitas atas
pelayanan Angkutan Udara?

Disabilitas atas pelayanan Angkutan Udara
2. Ketersediaan fasilitas pada GH




C. EVALUASI FAL PENYELENGGARA BANDAR UDARA
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Nama Bandar Udara Tanggal :
Lokasi Bandar Udara Pukul
[. FASILITAS PELAYANAN FAL BANDAR UDARA
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
Apakah Penyelenggara Bandar
PM Udara menyediakan fasilitas
10/2024 1 pendukung berupa pasokan
Pasal 73 (4) " | sumber daya listrik dan
jaringan koneksi internet di
bandar udara?
PM 2. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa :
10/2024 Udara menyediakan rambu | Ketersediaan rambu (signage) di terminal
Pasal 75 (3) (signage) pada fasilitas FAL di | Keberangkatan dan Kedatangan
bandar Udara?
PM 3. | Apakah Penyelenggara bandar
10/2024 udara menyediakan penunjuk
Pasal 75 (3) arah (wayfinding) dan rambu
(signage) pada fasilitas FAL di
bandar Udara?
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Ref. PM
Menhub

No.

PERTANYAAN UTAMA (Protocol
Question/PQ)

PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI
PERTANYAAN UTAMA

STATUS
(C/NC/N
A)

KETERANG
AN

PM
10/2024
Pasal 75 (4)

Apakah Penyelenggara bandar
udara menyediakan media
berupa berupa rambu (signage),
leaflet, video, audio, media
internet atau media lain terkait
sanksi atas pelanggaran
ketentuan kedatangan dan
keberangkatan serta usaha
mengimpor atau mengekspor
barang terlarang atau terbatas?

PM
10/2024
Pasal 75

(5)

Apakah Penyelenggara bandar
udara menyediakan sistem
informasi penerbangan (flight
information system) yang
mampu memberikan informasi
akurat, terkini (up to date) dan
memadai terkait kedatangan,
keberangkatan, penundaan dan
pembatalan, pada gate atau
terminal di Bandar Udara
Internasional?

PM
10/2024
Pasal 76

Apakah Penyelenggara bandar
udara menyediakan area parkir
serta fasilitas pelayanan yang
memadai guna mempercepat
proses clearance penyelesaian
dan pengoperasian Pesawat
Udara di tempat parkir Pesawat
Udara, serta mengurangi waktu
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (iT/?\IT(‘)L;IIS\I KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
tunggu Pesawat Udara di darat
(ground stop time)?
PM 7. | Apakah Penyelenggara bandar
10/2024 udara menyediakan fasilitas
Pasal 80 penyimpanan lost and found
(1) agar dapat tetap tersimpan
hingga diidentifikasi,
dikirimkan, diambil, atau
dipindahkan oleh
penyelenggara angkutan
udara?
II. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEPABEANAN
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ’ Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 8. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan

Lampiran C

ruang/area pengawasan?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%‘:’I/‘ANTCU/.SN KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 9. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan Area
Lampiran C Penempatan untuk Peralatan
Pemindai?
PM 10. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C untuk Alat Kontrol dan monitor
CCTV di area kepabeanan?
PM 11. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan Ruang
Lampiran C Toilet Khusus (swallow toilet)?
PM 12. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C untuk anjing pelacak (apabila
diperlukan)?
PM 13. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang

Lampiran C

pelayanan Kepabeanan (untuk
pembayaran)?
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STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 14. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan
Lampiran C ruang/ area penimbunan
sementara (TPS)?
III. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEIMIGRASIAN
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 15. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C pengawas untuk supervisor dan
ruang kepala unit?
PM 16. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C laboratorium forensic dokumen?
PM 17. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang

Lampiran C

pengawas untuk supervisor dan
ruang kepala unit?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (%I/‘ANTCU/.SN KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 18. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C control room?
PM 19. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C makan dan istirahat?
PM 20. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C arsip?
PM 21. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C tata usaha?
PM 22. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan
Lampiran C ruang/atau area ruang rapat
pimpinan dan ruang breafing?
PM 23. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang

Lampiran C

wiring closet?
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Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (iT)ANTCU/.SN KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 24. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C konter pelayanan VOA?
PM 25. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan meja
Lampiran C untuk pengisian dokumen
perjalanan dan kartu imigrasi?
26. | Apakah Penyelenggara Bandar
PM Udara telah menyediakan
10/2024 counter untuk pemeriksaan
Lampiran C dokumen perjalanan?
PM 27. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan

Lampiran C

ruangan server MRTDs dengan
pasokan listrik dan suhu yang
stabil?




-87-

STATUS

Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (C/NC/N KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA A) AN
PM 28. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan
Lampiran C ruang/area detensi yang
terpisah  antara laki dan
perempuan yang memiliki tralis
dan memiliki toilet?
INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEKARANTINAAN HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (Tersedia | KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA / Tidak AN
Tersedia)
PM 29. | Apakah Penyelenggara Bandar | Periksa:
10/2024 Udara telah menyediakan area | Ketersediaan Prosedur FAL Bandar Udara;
Lampiran C untuk instalasi karantina/Area
Perlakuan?
PM 30. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area

Lampiran C

untuk penempatan alat
pemusnah sampah Karantina?
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STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (Tersedia | KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA / Tidak AN
Tersedia)
PM 31. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C untuk penempatan alat
pemusnah sampah Karantina?
PM 32. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C Mobile laboratorium berjalan?
PM 33. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C Mobil anjing pelacak?
PM 34. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan
Lampiran C area/ruang pemeriksaan

karantina?
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STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (Tersedia | KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA / Tidak AN
Tersedia)
PM 35. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C desinfeksi petugas?
PM 36. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C ruang petugas karantina/ruang
pelayanan administrasi?
PM 37. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakanruang
Lampiran C mini laboratorium?
PM 38. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan
Lampiran C wastafel?
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V. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (Tersedia | KETERANG
Menhub ' Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA / Tidak AN
Tersedia)
PM 39. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C untuk penempatan alat
pemindai suhu tubuh?
PM 40. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C petugas KKP?
PM 41. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C alat kejut jantung?
PM 42. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area
Lampiran C parkir ambulan?
PM 43. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan area

Lampiran C

ruangan pelayanan medis dan
vaksinasi?
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STATUS
Ref. PM No PERTANYAAN UTAMA (Protocol PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI (Tersedia | KETERANG
Menhub ) Question/PQ) PERTANYAAN UTAMA / Tidak AN
Tersedia)
PM 44. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang
Lampiran C wawancara/pemeriksaan
terpisah untuk penumpang yang
diduga terjangkit penyakit?
PM 45. | Apakah Penyelenggara Bandar
10/2024 Udara telah menyediakan ruang

Lampiran C

untuk petugas karantina?
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D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN FAL

1. Contoh Format Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan FAL

(KOP SURAT)
Nomor : Lokasi Kantor, (tgl/bln/thn)
Klasifikasi :
Lampiran
Hal :  Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Fasilitasi (FAL)
Udara
Yth. Pimpinan... (Objek Pengawasan)

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 10
Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional dan Program Kerja
Direktorat Keamanan Penerbangan / Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah .....

Tahun ..... , dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Keamanan
Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara / Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah ..... akan melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan

Fasilitasi (FAL) Udara di ... (Objek Pengawasan) pada tanggal ...................
(agenda terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran kegiatan
tersebut dimohon:
a. Menunjuk Pejabat/Personel sebagai narahubung (PIC) untuk koordinasi,
mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan
Fasilitasi (FAL) Udara dan mendampingi Tim Direktorat Keamanan

Penerbangan/Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah ..... selama kegiatan
berlangsung;
b. Menyiapkan pejabat/personel sebagai narasumber untuk memberikan

penjelasan penyelenggaraan FAL;
C. Mempersiapkan Prosedur FAL Bandar Udara... (Objek Pengawasan); dan
d. Mengundang anggota Komite FAL Bandar Udara... (Objek Pengawasan).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan
Udara

Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

2. Direktur Keamanan Penerbangan/ Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah...(sesuai keperluan); dan

3. (sesuai keperluan..................
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2. Contoh Format Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan FAL

(KOP SURAT)

Nomor : Jakarta, (tgl/bln/thn)
Klasifikasi :
Lampiran
Hal :  Pelaksanaan Evaluasi

Penyelenggaraan Fasilitasi (FAL)

Udara
Yth. Pimpinan... (Objek Pengawasan)

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 10
Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional dan Program Kerja
Direktorat Keamanan Penerbangan Tahun....., dengan hormat disampaikan
bahwa Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara akan melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Fasilitasi (FAL) Udara di
Bandar Udara..... (Objek Pengawasan) pada tanggal ................... (agenda
terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran kegiatan
tersebut dimohon:

a. Menunjuk Pejabat/Personel sebagai narahubung (PIC) untuk koordinasi,
mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL
dan mendampingi Tim Direktorat Keamanan Penerbangan selama kegiatan
berlangsung;

b. Menyiapkan pejabat/personel sebagai narasumber untuk memberikan
penjelasan penyelenggaraan FAL;

c. Mempersiapkan Prosedur FAL Bandar Udara.... (Objek Pengawasan); dan
d. Mengundang anggota Komite FAL Bandar Udara.... (Objek Pengawasan).
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan

Udara

Direktur Keamanan Penerbangan

NIP. o,
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah...; dan
3. (sesuai keperluan).........
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E. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN FAL

1. Format Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL

(KOP SURAT)
BERITA ACARA
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FAL DI .... (Objek Pengawasan)
NOMOR ........
Pada hari ini ........... tanggal ........... bulan ........... tahun ........... (ditulis

dengan huruf], kami masing-masing;:

No NAMA JABATAN

| O I ...(NIP dan Jabatan)...
2 T ...(NIP dan Jabatan)...
SR T ...(NIP dan Jabatan)...

Selanjutnya disebut sebagai Tim Direktorat Keamanan Penerbangan/ Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah ...

Dan

No NAMA JABATAN

| T Ty

20 | e

K R Ty
Selanjutnya disebut sebagai Tim ........... (Objek Pengawasan), telah
melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan FALdi ........... (Objek Pengawasan)
pada ... (tanggal/bulan/tahun) s/d ........... (tanggal/ bulan/tahun) dengan hasil
sebagai berikut:

No Area Pengawasan Jumlah Temuan Jumlah Status Temuan

C NC NA

— | =
oL IN|O AP RN
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Demikian Berita Acara Pengawasan Penyelenggaraan FAL dibuat dengan
sesungguhnya dalam ........... rangkap beserta rekapitulasi hasil pengawasan
penyelenggaraan FAL untuk ditindaklanjuti.

Dibuat di Bandar Udara
.............. (Objek Pengawasan)

TIM DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN/ KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH .....

No NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| A IO Ketua
2 RO Anggota
S T T Anggota
TIM ........... (Objek Pengawasan)
No NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| B
20 | e
S T I
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2. Format Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL

BERITA ACARA
EVALUASI PENYELENGGARAAN FAL DI .... (Objek Pengawasan)
NOMOR ........
Pada hari ini ........... tanggal ........... bulan ........... tahun ........... (ditulis

dengan huruf), kami masing-masing:

No NAMA JABATAN

| O I ...(NIP dan Jabatan)...
2. | il ...(NIP dan Jabatan)...
T T ...(NIP dan Jabatan)...

Selanjutnya disebut sebagai Tim Direktorat Keamanan Penerbangan.

Dan
No NAMA JABATAN
| T e
2 R Ty
N R Ty
Selanjutnya disebut sebagai Tim ........... (Objek Pengawasan), telah
melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan FAL di Bandar Udara ........... (Objek

Pengawasan) yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal ...........
(tanggal/ bulan/tahun), dengan hasil sebagai berikut :

No. Area Evaluasi Jumlah Jumlah Status Temuan
Temuan Tersedia Tidak Tidak
Tersedia Tersedia
(Catatan)
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Demikian Berita Acara Evaluasi Penyelenggaraan FAL di Bandar Udara.... (objek
pengawasan) dibuat dengan sesungguhnya untuk ditindaklanjuti.

Dibuat di Bandar Udara
.................. (Objek Pengawasan)

TIM DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

No NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| R Ketua

2 RO Anggota

C T T Anggota

TIM ........... (Objek Pengawasan)

No NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| I OO

20

S T
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F. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN FAL DAN SURAT HASIL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN FAL
1. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FAL
D (Objek Pengawasan)
TANGGAL ..cccevveiiuriiecinrinecnnncnccnnes (tgl/bln/thn)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN / KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH .....



A‘
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Pendahuluan
1. Umum
a. Pengertian Pengawasan FAL
Pengawasan FAL adalah......
b. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 10
Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.

2. Tujuan Pengawasan Penyelenggaraan FAL
Tujuan Pengawasan Penyelenggaraan FAL adalah untuk :

3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL
a. Tim Pengawasan Penyelenggaraan FAL

Tim Pengawasan Penyelenggaraan FAL.... (Direktorat Keamanan
Penerbangan/ Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah....) terdiri
dari :

1) Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);
2) Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);
3) Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);

b. Waktu Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL
Pengawasan Penyelenggaraan dilaksanakan dari tanggal ..... s/d
....... Bulan.... Tahun ........

c. Area Pengawasan
Adapun area kegiatan pengawasan penyelenggaraan FAL meliputi

1)
2) ..
d. Metode Pelaksanaan
Pengawasan Penyelenggaraan FAL dilakukan dengan
menggunakan metodologi meliputi :
1) tinjauan dokumen /prosedur FAL
2) wawancara; dan
3) tinjauan lapangan.

4. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL
Pengawasan Penyelenggaraan FAL dilakukan berdasarkan surat
Direktur Jenderal Perhubungan Udara / Kepala Kantor Otoritas

Bandar Udara Wilayah ... Nomor: .... Tanggal........ , perihal
Pengawasan Penyelenggaraan FAL di ...... (Objek Pengawasan) dan
Surat Tugas Nomor;....., tanggal ..... perihal .....

Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan FAL yang telah
dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagaimana tersebut pada
bagian metode pelaksanaan laporan ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Isian checklist pengawasan Penyelenggaraan FAL (terlampir); dan

2. Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL (terlampir).
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan FAL di ........
(Objek Pengawasan), dapat disimpulkan bahwa:

1. (... Objek Pengawasan ...) belum melaksanakan seluruh ketentuan
dalam Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional. (Note: apabila ada
temuan)

2. Area yang membutuhkan pengawasan penyelenggaraan FAL adalah ...
(area pengawasan)... (Note: apabila ada temuan).

Penutup
Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil pengawasan
penyelenggaraan FAL akan dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

Lokasi Kantor, ................. 20...
(tgl/ bln/thn)
Ketua Tim Pengawasan

Penyelenggaraan FAL
Direktorat Keamanan Penerbangan/
Kantor Otoritas Bandar Udara

Note: untuk lampiran laporan memuat

1.
2.
3.

4.

Isian checklist pengawasan FAL

Berita Acara Pelaksanaan

Tabel hasil pelaksanaan pengawasan FAL (hasil temuan, rekomendasi dan
status temuan)

Bukti kegiatan pengawasan FAL (Daftar kehadiran pelaksanaan
pengawasan, foto pelaksanaan kegiatan, dan evidence-evidence yang
dibutuhkan);

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara perihal pemberitahuan
pengawasan FAL

Surat Tugas



2.
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Format Tabel Hasil Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL

TABEL HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN FAL

NAMA OBJEK PENGAWASAN
TANGGAL PELAKSANAAN

No. HASIL REKOMENDASI RENCANA TARGET STATUS KET
PQ/ TEMUAN TINDAKAN PENYELESAIAN
Ref. Per PERBAIKAN
Menhub
Lokasi Kantor, ................. 20...
(tgl/ bln/thn)
Ketua Tim Pengawasan

Penyelenggaraan FAL

Direktorat

Kantor Otoritas Bandar Udara

Keamanan Penerbangan/
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3. Contoh Format Surat Hasil Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan
FAL

(KOP SURAT)
Nomor : Lokasi Kantor,
....(tgl/bln/thn)
Klasifikasi
Lampiran
Hal : Hasil Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL

Yth. Pimpinan... (Objek Pengawasan)

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara/ Kepala

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah .... Nomor ................ Tanggal ............... ,
perihal Pengawasan Penyelenggaraan FAL, telah dilaksanakan Pengawasan
Penyelenggaraan FAL pada tanggal .............. oleh Tim Direktorat Keamanan

Penerbangan/ Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah...

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hasil
pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan FAL (hasil terlampir). Terdapat
beberapa permasalahan utama yang harus dilakukan tindakan perbaikan
dengan rincian :

Berdasarkan hasil pengawasan FAL tersebut diatas, agar penyelenggara ...
(Objek Pengawasan) menyampaikan rencana tindakan perbaikan terhadap hasil
pengawasan FAL sesuai format terlampir dan disampaikan kepada Direktur
Keamanan Penerbangan/ Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah... selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima hasil pelaksanaan
pengawasan FAL

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan
Udara

Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara Wilayah...

Nama Lengkap...
NIP. oo,
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Keamanan Penerbangan/ Kepala Kantor Ototritas Bandar Udara
Wilayah.... (sesuai keperluan);
3. (sesuai keperluan)....
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G. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
FAL DAN SURAT HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN FAL

1. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN FAL
D (Objek Pengawasan)
TANGGAL ..cccevveiiuriiecinrinecnnncnccnnes (tgl/bln/thn)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN



A.
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Pendahuluan
1. Umum
a. Pengertian Evaluasi FAL
Evaluasi FAL Adalah......
b. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 10
Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.

2. Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan FAL
Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan adalah untuk :

3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL

a. Tim Evaluasi Penyelenggaraan FAL
Tim Evaluasi Penyelenggaraan FAL... (Direktorat Keamanan
Penerbangan) terdiri dari :
1) Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);
2) Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);
3) Nama Inspektur (Inspektur Keamanan Penerbangan);

b. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL
Evaluasi Penyelenggaraan dilaksanakan dari tanggal ..... s/d ....
Bulan.... Tahun ........

c. Area Evaluasi
Adapun area kegiatan evaluasi penyelenggaraan FAL meliputi :
1)
2)

d. Metode Pelaksanaan
Evaluasi Penyelenggaraan FAL dilakukan dengan menggunakan
metodologi meliputi :
1) tinjauan dokumen /prosedur FAL
2) wawancara; dan
3) tinjauan lapangan.

4. Dasar Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL
Evaluasi Penyelenggaraan FAL dilakukan berdasarkan surat Direktur

Jenderal Perhubungan Udara Nomor: .... Tanggal........ , perihal
Evaluasi Penyelenggaraan FAL di Bandar Udara ...... (Objek
Pengawasan) dan Surat Tugas Nomor;....., tanggal ..... perihal .....

Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan FAL yang telah
dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagaimana tersebut pada
bagian metode pelaksanaan laporan ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Isian checklist evalausi Penyelenggaraan FAL (terlampir); dan

2. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL (terlampir).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan FAL di Bandar

Udara ........ (Objek Pengawasan), dapat disimpulkan bahwa:

1. (... Objek Pengawasan ...) belum melaksanakan seluruh ketentuan
dalam Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional. (Note: apabila ada
temuan)

2. Areayang membutuhkan evaluasi penyelenggaraan FAL adalah ... (objek
pengawasan)... (Note: apabila ada temuan).



D.
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Penutup
Langkah-langkah tindak lanjut / saran dari hasil evaluasi penyelenggaraan
FAL akan dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.

Jakarta, .......coce.eeee. 20... (tgl/ bln/thn)
Ketua Tim Evaluasi Penyelenggaraan
FAL

Direktorat Keamanan Penerbangan

Note: untuk lampiran laporan memuat

1.
2.
3.

4.

Isian checklist evaluasi FAL

Berita Acara Pelaksanaan

Tabel hasil pelaksanaan evalausi FAL (hasil temuan: Tersedia, Tidak
Tersedia, Tidak Tersedia Dengan Catatan)

Bukti kegiatan pengawasan FAL (Daftar kehadiran pelaksanaan evaluasi,
foto pelaksanaan kegiatan, dan evidence-evidence yang dibutuhkan);

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara perihal pemberitahuan
evaluasi FAL

Surat Tugas
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2. Format Tabel Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL
TABEL HASIL PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN FAL
NAMA OBJEK PENGAWASAN: BANDAR UDARA ............ (objek pengaawasan)
TANGGAL PELAKSANAAN @ ciiiictieieceriecacecscececcscacessscasesnses (tgl/ bln/thn)
No. HASIL REKOMENDASI RENCANA TARGET STATUS KET
PQ/ TEMUAN TINDAKAN PENYELESAIAN
Ref. Per PERBAIKAN
Menhub
Jakarta, ........c.e.e.. 20... (tgl/bln/thn)
Ketua Tim Evaluasi Penyelenggaraan
FAL

Direktorat Keamanan Penerbangan
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3. CONTOH FORMAT SURAT HASIL PELAKSANAAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN FAL

(KOP SURAT)
Nomor : Jakarta, ... ..... (tgl/bln/thn)
Klasifikasi
Lampiran
Hal : Hasil Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL

Yth. Pimpinan ... (Objek Pengawasan)

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:
................ Tanggal ..............., perihal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
FAL, telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan FAL pada tanggal ..............
oleh Tim Direktorat Keamanan Penerbangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hasil
pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan FAL (hasil terlampir). Terdapat beberapa
permasalahan utama yang harus dilakukan tindakan perbaikan dengan rincian

1.
2. ..
3. Dst..

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, agar Bandar Udara.... (Objek
Pengawasan) menyampaikan rencana tindakan perbaikan terhadap hasil
evaluasi penyelenggaraan FAL sesuai format terlampir dan disampaikan kepada

Direktur Keamanan Penerbangan. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender setelah diterima hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan FAL

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan
Udara
Direktur Keamanan Penerbangan

Nama Lengkap...
NIP. oo,
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Kantor Ototritas Bandar Udara Wilayah.... ; dan
3. (sesuai keperluan)...
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4. CONTOH FORMAT SURAT HASIL EVALUASI FAL RENCANA TINDAKAN
PERBAIKAN FAL

(KQP SURAT)
Nomor : Lokasi Kantor, (tgl/bln/thn)
Klasifikasi
Lampiran
Hal - Hasil Evaluasi Rencana Tindakan Perbaikan FAL

Yth. Pimpinan (Objek Pengawasan)

Menindaklanjuti Surat ........ (Objek Pengawasan) Nomor: ................
Tanggal ...... , perihal...... , telah dilakukan evaluasi terhadap Tindakan perbaikan
dari (jumlah temuan) temuan (pengawasan FAL/evaluasi FAL) berdasarkan
bukti tindakan perbaikan yang diberikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hasil evaluasi
FAL sebagaimana hasil terlampir dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak .... (jumlah) temuan;
b. Sebanyak .... (jumlah) temuan.

Berdasarkan hasil evaluasi FAL tersebut di atas, agar Bandar Udara ....
(Objek Pengawasan) segera menindaklanjuti hasil evaluasi FAL yang diberikan
sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan dikirimkan melalui surat tertulis
dan surat elektronik (email) K€ : .....cccoviirmuirruiineccinirncceniiiisinesinsissions selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah surat ini diterima.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Keamanan Penerbangan/
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah ...

Nama Lengkap
' 8 R PO T L A
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Keamanan Penerbangan/ Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah ..
(sesuai keperluan); dan
3. (sesuai keperluan) ..................

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama
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